LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.37, 2022 KEUANGAN OJK. Kualitas Aset. Bank. Unit
Usaha. Syariah. Penilaian. Pencabutan.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6764)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 /POJK.03/2022
TENTANG
PENILAIAN KUALITAS ASET
BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa diperlukan sistem perbankan syariah yang
sehat dan berkembang, serta mampu bersaing secara
nasional maupun internasional;

b. bahwa untuk menciptakan sistem perbankan syariah
yang sehat serta dapat tumbuh stabil dan berkualitas,
bank perlu menjaga kualitas aset dan membentuk
penyisihan penilaian kualitas aset yang memadai;

c. bahwa ketentuan mengenai penilaian kualitas aset
bank umum syariah dan unit usaha syariah perlu
disesuaikan dengan kondisi saat ini;

d. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah

dan Unit Usaha Syariah;
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Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM SYARIAH DAN
UNIT USAHA SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang

dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum syariah dan unit usaha
syariah.

2. Bank Umum Syariah adalah Bank yang melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.

3. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor
pusat bank umum konvensional yang berfungsi
sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah.

4. Aset adalah aset produktif dan aset nonproduktif.

Aset Produktif adalah penyediaan atau penyaluran
dana Bank untuk memperoleh pendapatan.

6. Aset Nonproduktif adalah agunan yang diambil alih,
properti terbengkalai, rekening antarkantor, atau

rekening tunda yang memiliki potensi kerugian.
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Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam
kegiatan  perbankan  berdasarkan fatwa yang
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan
dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Penempatan pada Bank Lain adalah penanaman dana
Bank pada Bank lain dan/atau Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito,
sertifikat deposito, pembiayaan, dan penanaman dana
lain yang sejenis berdasarkan Prinsip Syariah.

Tagihan Spot dan Forward adalah tagihan yang
merupakan potensi keuntungan yang timbul dari
selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar
dari suatu transaksi spot dan forward berdasarkan
Prinsip Syariah pada tanggal laporan.

Surat Berharga Syariah adalah surat berharga yang
diterbitkan berdasarkan Prinsip Syariah oleh pihak
yang dapat menerbitkan Surat Berharga Syariah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan
aset Surat Berharga Syariah, baik dalam mata uang
rupiah maupun valuta asing.

Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai
akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel
berjangka.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan
yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi
hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa-
menyewa jasa, transaksi jual-beli, dan transaksi
pinjam-meminjam berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi
fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi
hasil, wjrah, margin, atau tanpa imbalan.

Pembiayaan berdasarkan akad mudarabah yang
selanjutnya disebut Pembiayaan Mudarabah adalah

Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha
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antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan
nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan
membagi  keuntungan  usaha sesuai dengan
kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan
kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali
jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja,
lalai, atau menyalahi perjanjian.

Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah yang
selanjutnya disebut Pembiayaan Musyarakah adalah
Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank
dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang
masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan
ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai
dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung
sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Pembiayaan berdasarkan akad ijarah yang selanjutnya
disebut Pembiayaan [jarah adalah Pembiayaan untuk
memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu
barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa
diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu
sendiri.

Pembiayaan berdasarkan akad ijarah muntahiyyah bi
al-tamlik yang selanjutnya disebut Pembiayaan IMBT
adalah Pembiayaan untuk memindahkan hak guna
atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi
sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
Pembiayaan berdasarkan akad murabahah yang
selanjutnya disebut Pembiayaan Murabahah adalah
Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga
belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya
dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang
disepakati.

Pembiayaan berdasarkan akad istishna’ yang
selanjutnya disebut Pembiayaan Istishna’ adalah
Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan
pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan

persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah
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dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran
sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan berdasarkan akad gardh yang selanjutnya
disebut Pembiayaan Qardh adalah Pembiayaan dalam
bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan
ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana
yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank
Umum Syariah dalam bentuk saham pada perusahaan
yang bergerak di bidang keuangan syariah termasuk
penanaman dalam bentuk surat investasi konversi
wajib (mandatory convertible sukuk) atau jenis
transaksi tertentu yang berakibat Bank Umum Syariah
memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan
yang bergerak di bidang keuangan syariah.

Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan
modal oleh Bank dalam bentuk saham pada nasabah
berbentuk perusahaan untuk mengatasi akibat
kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban
komitmen dan kontinjensi yang meliputi penerbitan
jaminan, letter of credit, standby letter of credit, atau
kewajiban komitmen dan kontinjensi lain berdasarkan
Prinsip Syariah.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya
disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan
Prinsip Syariah dalam mata wuang rupiah yang
diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu
pendek.

Proyeksi Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat PBH
adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima
Bank dari nasabah atas Pembiayaan Mudarabah dan
Pembiayaan Musyarakah setelah memperhitungkan
nisbah bagi hasil, dengan jumlah dan tanggal jatuh
tempo yang disepakati antara Bank dengan nasabah.
Realisasi Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat RBH

adalah pendapatan yang diterima Bank dari nasabah
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atas Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan
Musyarakah setelah memperhitungkan nisbah bagi
hasil.

Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disingkat
AYDA adalah aset yang diperoleh Bank baik sebagian
atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui
pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan
penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau
berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari
pemilik agunan, dalam hal nasabah tidak memenuhi
kewajiban kepada Bank.

Properti Terbengkalai adalah aset tetap dalam bentuk
properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan
untuk kegiatan usaha Bank yang lazim.

Rekening Antarkantor adalah tagihan yang timbul dari
transaksi antarkantor yang belum diselesaikan dalam
jangka waktu tertentu.

Rekening Tunda adalah akun yang tujuan
pencatatannya tidak teridentifikasi atau tidak
didukung dengan dokumentasi pencatatan yang
memadai sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam
akun yang seharusnya.

Penyisihan Penilaian Kualitas Aset yang selanjutnya
disingkat PPKA adalah penyisihan yang dihitung
sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aset
untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan
modal minimum Bank.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang selanjutnya
disingkat CKPN adalah penyisihan yang dibentuk atas
penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar
akuntansi keuangan.

Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan
yang mempunyai hubungan pengendalian dengan
Bank Umum Syariah dan bank umum konvensional
yang memiliki Unit Usaha Syariah, baik secara
langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan

kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.
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Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang
selanjutnya disingkat KPMM adalah Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah bagi
Bank Umum Syariah dan sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum bank umum bagi Unit
Usaha Syariah.

Direksi adalah organ Bank Umum Syariah dan bank
umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah
yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas
pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai
dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili
Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai
dengan ketentuan anggaran dasar.

Dewan Komisaris adalah organ Bank Umum Syariah
dan bank umum konvensional yang memiliki Unit
Usaha Syariah yang bertugas melakukan pengawasan
secara umum dan/atau khusus sesuai dengan
anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan
yang dilakukan Bank dalam kegiatan Pembiayaan
terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk

memenuhi kewajiban.

BAB II
KUALITAS ASET

Pasal 2
Bank wajib mengelola Aset berdasarkan prinsip
kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
Dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib
menilai, memantau, dan mengambil langkah yang
diperlukan untuk menjaga Aset Bank tetap dalam

kualitas baik.
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(3)
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Pasal 3
Bank wajib melakukan penilaian dan penetapan
kualitas Aset.
Dalam hal terjadi perbedaan penetapan kualitas Aset
antara Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan, kualitas
Aset yang berlaku yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
Bank wajib menyesuaikan kualitas Aset sesuai dengan
penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam:
a. laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan; dan
b. laporan publikasi sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi
dan publikasi laporan bank,
pada periode laporan berikutnya setelah

pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Bagi:

a. Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1),
dan/atau ayat (3); dan/atau

b. Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),

dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Dalam hal:

a. Bank dan/atau Direksi telah dikenai sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3
ayat (1), dan/atau ayat (3); atau

b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan
penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat
pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,

Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa
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pembekuan kegiatan usaha tertentu.

Dalam hal:

a. Bank dan/atau Direksi telah dikenai sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), dan/atau ayat
(3); atau

b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun
berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan
terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi
segera,

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau

pejabat eksekutif Bank dapat dikenai sanksi

administratif berupa larangan sebagai pihak utama

sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga

jasa keuangan.

BAB III
ASET PRODUKTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5
Jenis Aset Produktif terdiri atas:

a. penempatan pada Bank Indonesia;

b. Penempatan pada Bank Lain;
c. Tagihan Spot dan Forward,

d. Surat Berharga Syariah;

e. Tagihan Akseptasi;

f.  Pembiayaan;

g. Penyertaan Modal;

h. Penyertaan Modal Sementara;

=

Transaksi Rekening Administratif; dan



2022, No.37

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

-10-

j-  bentuk penyediaan dana lain yang dapat
dipersamakan dengan Aset Produktif.

Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap

seluruh Aset Produktif yang diberikan oleh 1 (satu)

Bank yang digunakan untuk membiayai:

a. 1 (satu) nasabah; atau

b. 1 (satu) proyek yang sama.

Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas

terhadap Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), kualitas masing-masing Aset Produktif

mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah.

Dalam hal penilaian kualitas terhadap Aset Produktif

ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda,

Bank dapat tidak mengikuti kualitas Aset paling

rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

Bank wajib melakukan penetapan kualitas yang sama

terhadap Aset Produktif yang diberikan oleh lebih dari

1 (satu) Bank yang digunakan untuk membiayai:

a. 1 (satu) nasabah; atau

b. 1 (satu) proyek yang sama.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku untuk:

a. Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank
dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) kepada 1 (satu) nasabah
atau 1 (satu) proyek yang sama;

b. Aset Produktif yang diberikan oleh Bank dengan
jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) kepada 1 (satu) nasabah
yang merupakan 50 (lima puluh) nasabah
terbesar Bank tersebut, sepanjang Aset Produktif
yang diberikan oleh Bank lain kepada nasabah
tersebut lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh

miliar rupiah); dan/atau
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c. Aset Produktif yang diberikan berdasarkan
perjanjian Pembiayaan bersama kepada 1 (satu)
nasabah atau 1 (satu) proyek yang sama.

Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas

terhadap Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), kualitas Aset Produktif yang
ditetapkan oleh setiap Bank mengikuti kualitas Aset

Produktif yang paling rendah.

Dalam hal penilaian kualitas terhadap Aset Produktif

ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda,

Bank dapat tidak mengikuti kualitas Aset paling

rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

Bank dapat menetapkan kualitas yang tidak sama

untuk Aset Produktif yang diberikan kepada nasabah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a

dan Pasal 6 ayat (1) huruf a sepanjang nasabah

memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. nasabah memiliki beberapa proyek yang berbeda;
dan

b. terdapat pemisahan yang tegas antara arus kas
dari masing-masing proyek.

Bank yang menetapkan kualitas yang tidak sama

untuk Aset Produktif yang diberikan kepada nasabah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. menginformasikan daftar yang memuat nama
nasabah beserta rincian masing-masing Aset
Produktif kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan

b. mendokumentasikan hal yang terkait dengan
penetapan kualitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Otoritas

Jasa Keuangan diketahui bahwa penilaian yang

dilakukan Bank tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kualitas Aset

Produktif ditetapkan sama sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a atau Pasal 6 ayat (1)

huruf a.

Pasal 8

Bank wajib menyesuaikan penilaian kualitas Aset Produktif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama setiap 3

(tiga) bulan untuk posisi akhir bulan Maret, akhir bulan

Juni, akhir bulan September, dan akhir bulan Desember.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 9
Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur
kriteria dan persyaratan nasabah yang mempunyai
kewajiban menyampaikan laporan keuangan yang
telah diaudit oleh akuntan publik kepada Bank,
termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian
laporan.
Bank wajib mencantumkan kewajiban nasabah untuk
menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit
oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam perjanjian antara Bank dan nasabah.
Ketentuan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Kualitas Aset Produktif dari nasabah yang terlambat
menyampaikan laporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat dan

dinilai paling tinggi kurang lancar.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 10

Kualitas Pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor

penilaian:

a. prospek usaha;

b. kinerja nasabah; dan

c. kemampuan membayar.
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Pasal 11

Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian

terhadap komponen:

a. potensi pertumbuhan usaha;

b. kondisi pasar dan posisi nasabah dalam
persaingan;

c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga
kerja;

d. dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi; dan

e. upaya yang dilakukan nasabah  untuk
memelihara lingkungan hidup.

Penilaian terhadap kinerja nasabah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi penilaian

terhadap komponen:

a. profitabilitas;

b. struktur permodalan;

c. arus kas; dan

d. sensitivitas terhadap risiko pasar.

Penilaian terhadap kemampuan membayar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c

meliputi penilaian terhadap komponen:

a. ketepatan pembayaran pokok dan = bagi
hasil/ ujrah/margin;

b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan
nasabah;

c. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan;

d. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;

e. kesesuaian penggunaan dana; dan

f.  kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Kriteria masing-masing komponen dalam penetapan

kualitas Pembiayaan mengacu pada Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan ini.
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Pasal 12

Penetapan kualitas Pembiayaan dilakukan dengan
melakukan analisis terhadap faktor penilaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan
mempertimbangkan komponen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11.
Penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mempertimbangkan:
a. signifikansi dan materialitas dari setiap faktor

penilaian dan komponen; dan
b. relevansi dari faktor penilaian dan komponen

terhadap nasabah yang bersangkutan.
Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), kualitas Pembiayaan ditetapkan
menjadi:

lancar;

a
b. dalam perhatian khusus;

o

kurang lancar;

Q.

diragukan; atau

e. macet.

Pasal 13

Penilaian kualitas Pembiayaan Mudarabah dan
Pembiayaan Musyarakah yang dilakukan berdasarkan
kemampuan membayar mengacu pada ketepatan
pembayaran pokok dan/atau perhitungan pencapaian
rasio RBH terhadap PBH.

Perhitungan pencapaian rasio RBH terhadap PBH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
berdasarkan akumulasi selama periode Pembiayaan
Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah yang telah
berjalan.

PBH dihitung dalam periode tertentu berdasarkan
analisis kelayakan wusaha dan arus kas masuk
nasabah selama  jangka  waktu  Pembiayaan

Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah.
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Dalam hal terdapat perubahan atas kondisi ekonomi
makro, pasar, dan politik yang memengaruhi usaha
nasabah, Bank dapat mengubah PBH berdasarkan
kesepakatan dengan nasabah.

Bank wajib mencantumkan PBH dan/atau perubahan
PBH dalam perjanjian Pembiayaan Mudarabah dan

Pembiayaan Musyarakah antara Bank dan nasabah.

Pasal 14

Pembayaran angsuran pokok dalam Pembiayaan
Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah dapat
dilakukan secara berkala maupun di akhir
Pembiayaan.

Bank wajib melakukan langkah untuk mengurangi
risiko tidak terbayarnya pokok Pembiayaan pada saat
jatuh tempo apabila dalam Pembiayaan Mudarabah
dan Pembiayaan Musyarakah disepakati tidak ada
pembayaran angsuran pokok secara berkala.

Bank wajib mencantumkan pembayaran angsuran
atau pelunasan pokok Pembiayaan Mudarabah dan
Pembiayaan Musyarakah dalam perjanjian

Pembiayaan antara Bank dan nasabah.

Bagian Ketiga
Surat Berharga Syariah

Pasal 15

Kualitas Surat Berharga Syariah yang diukur pada
nilai wajar melalui laba rugi atau diukur pada nilai
wajar melalui penghasilan komprehensif lain
ditetapkan memiliki kualitas lancar, sepanjang
memenuhi persyaratan:
a. aktif diperdagangkan di bursa efek di:

1. Indonesia; dan/atau

2. negara lain yang termasuk dalam bursa

utama;

b. terdapat informasi nilai wajar secara transparan;
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c. telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu
yang tepat, sesuai perjanjian; dan

d. belum jatuh tempo.

Kualitas Surat Berharga Syariah yang tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan/atau huruf b, atau diukur pada biaya

perolehan yang diamortisasi ditetapkan:

a. lancar, apabila:

1. memiliki peringkat layak investasi atau lebih
tinggi;

2. telah diterima imbalan dalam jumlah dan
waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan

3. belum jatuh tempo;

b. kurang lancar, apabila:

1. memiliki peringkat layak investasi atau lebih
tinggi;

2. terdapat penundaan pembayaran bagi
hasil/ ujrah/margin berkala dan/atau
kewajiban lain yang sejenis; dan

3. belum jatuh tempo,

atau

1. memiliki peringkat paling rendah 1 (satu)
tingkat dibawah peringkat layak investasi;

2. tidak terdapat penundaan pembayaran bagi
hasil/ujrah/margin berkala dan/atau
kewajiban lain yang sejenis; dan

3. belum jatuh tempo; atau

c. macet, apabila Surat Berharga Syariah tidak
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b.

Dalam hal Bank memiliki Surat Berharga Syariah
dalam bentuk sukuk yang dilakukan tanpa melalui
penawaran umum yang tidak memenuhi ketentuan
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai penerbitan efek bersifat utang dan/atau
sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran

umum, kualitas Surat Berharga Syariah ditetapkan
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macet.

(4) Kualitas Surat Berharga Syariah dalam bentuk sukuk
yang berasal dari isi akad dan/atau perubahan akad
yang mengakibatkan tidak dipenuhinya Prinsip
Syariah ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 16

(1) Peringkat Surat Berharga Syariah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) didasarkan pada
peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat
dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Dalam hal peringkat yang diterbitkan oleh lembaga
pemeringkat dalam 1 (satu) tahun terakhir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia,
Surat Berharga Syariah dianggap tidak memiliki
peringkat.

Pasal 17
Surat Berharga Syariah yang dimiliki oleh Bank yang
diterbitkan oleh Bank Indonesia atau pemerintah pusat

Republik Indonesia ditetapkan memiliki kualitas lancar.

Pasal 18

(1) Bank dilarang memiliki Aset Produktif dalam bentuk
saham dan/atau Surat Berharga Syariah yang
dihubungkan atau dijamin dengan aset yang
mendasari yang berbentuk saham.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan untuk Penyertaan Modal atau Penyertaan
Modal Sementara yang dilakukan dengan persetujuan
Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-

hatian dalam kegiatan penyertaan modal.
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Pasal 19

Bank yang memiliki Surat Berharga Syariah yang

dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari

wajib:

a.
b.

(1)

(2)

memiliki bukti atas aset yang mendasari,

memiliki hak atas aset yang mendasari atau hak atas
nilai dari aset yang mendasari,

memiliki informasi yang jelas, tepat, dan akurat
mengenai rincian atas aset yang mendasari, yang
mencakup penerbit dan nilai dari masing-masing aset
yang mendasari, termasuk setiap perubahannya; dan
menatausahakan rincian komposisi dan penerbit aset
yang mendasari serta menyesuaikan penatausahaan

dalam hal terjadi perubahan komposisi aset.

Pasal 20

Kualitas Surat Berharga Syariah yang dihubungkan

atau dijamin dengan aset yang mendasari

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan:

a. untuk Surat Berharga Syariah yang pembayaran
kewajibannya terkait langsung dengan aset yang
mendasari dan tidak dapat dibeli kembali (non-
redemption) oleh penerbit, penetapan kualitas
didasarkan pada:

1. kualitas Surat Berharga Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; atau

2. kualitas aset yang mendasari Surat Berharga
Syariah dalam hal Surat Berharga Syariah
tidak memiliki peringkat; atau

b. untuk Surat Berharga Syariah yang tidak
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, penetapan kualitas didasarkan pada
kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15.

Kualitas aset yang mendasari Surat Berharga Syariah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2

ditetapkan berdasarkan jenis aset dan kualitas dari
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aset yang mendasari.

Dalam hal aset yang mendasari Surat Berharga

Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki

kualitas yang berbeda-beda, kualitas Surat Berharga

Syariah ditetapkan berdasarkan kualitas masing-

masing aset yang mendasari dan dihitung secara

proporsional.

Untuk Surat Berharga Syariah dalam bentuk reksa

dana, penetapan kualitas didasarkan pada:

a. kualitas reksa dana sesuai dengan penilaian
kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15; atau

b. kualitas aset yang mendasari reksa dana dan
kualitas penerbit reksa dana, dalam hal reksa

dana tidak memiliki peringkat.

Pasal 21

Kualitas Surat Berharga Syariah dengan penerbit atau

pemberi endorsemen berupa bank diatur:

a. dalam hal Surat Berharga Syariah memiliki
peringkat dan/atau aktif diperdagangkan di bursa
efek di Indonesia, ditetapkan berdasarkan
kualitas yang terendah antara:

1. hasil penilaian berdasarkan ketentuan
kualitas Surat Berharga Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; atau

2. hasil penilaian berdasarkan ketentuan
kualitas Penempatan pada Bank Lain dari
bank  penerbit atau bank = pemberi
endorsemen; atau

b. dalam hal Surat Berharga Syariah yang tidak
diperdagangkan di bursa efek dan/atau tidak
memiliki peringkat, kualitas Surat Berharga
Syariah:

1. yang diterbitkan atau diendorse oleh bank di
Indonesia ditetapkan berdasarkan kualitas

Penempatan pada Bank Lain; atau



2022, No.37

(2)

(3)

(4)

-20-

2. yang diterbitkan atau diendorse oleh bank di
luar Indonesia ditetapkan berdasarkan:

a) kualitas Penempatan pada Bank Lain
untuk Surat Berharga Syariah
berjangka waktu sampai dengan 1 (satu)
tahun; atau

b) kualitas Surat Berharga  Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) untuk Surat Berharga Syariah
berjangka waktu lebih dari 1 (satu)
tahun.

Dalam hal Surat Berharga Syariah dengan penerbit
berupa bank lain berbentuk Surat Berharga Syariah
yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang
mendasari, Bank tetap harus memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Kualitas Surat Berharga Syariah dengan penerbit
bukan bank di Indonesia yang berdasarkan
karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek
dan tidak memiliki peringkat ditetapkan berdasarkan
ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10.

Kualitas Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh
pihak bukan bank di luar Indonesia yang berdasarkan
karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek
ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Surat
Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 ayat (2).

Pasal 22

Kualitas wesel yang diambil alih dan tidak diaksep oleh

bank lain ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
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Bagian Keempat

Penempatan pada Bank Lain

Pasal 23

Kualitas Penempatan pada Bank Lain ditetapkan:

a. lancar, dengan kriteria:

1.

bank yang menerima penempatan memiliki
rasio KPMM paling rendah sama dengan
rasio KPMM sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum; dan

tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok

dan/atau bagi hasil/bonus/imbalan;

b. kurang lancar, dengan kriteria:

1.

bank yang menerima penempatan memiliki
rasio KPMM paling rendah sama dengan
rasio KPMM sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum; dan

terdapat tunggakan pembayaran pokok
dan/atau bagi hasil/bonus/imbalan sampai

dengan 5 (lima) hari kerja; atau

c. macet, dengan kriteria:

1.

bank yang menerima penempatan memiliki
rasio KPMM kurang dari rasio KPMM sesuai
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum;

bank yang menerima penempatan telah
ditetapkan dan diumumkan sebagai bank
dengan status dalam pengawasan khusus
yang dikenakan pembatasan kegiatan usaha
tertentu;

bank yang menerima penempatan dicabut
izin usahanya; dan/atau

terdapat tunggakan pembayaran pokok

dan/atau bagi hasil/bonus/imbalan lebih
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dari 5 (lima) hari kerja.

Kualitas Penempatan pada Bank Lain kepada Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah dalam rangka penyaluran

Pembiayaan melalui linkage program dengan pola

executing ditetapkan:

a. lancar, dengan kriteria:

1.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang
menerima penempatan memiliki rasio KPMM
paling rendah sama dengan rasio KPMM
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan
Modal Minimum dan pemenuhan modal inti
bank pembiayaan rakyat syariah; dan

tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok

dan/atau bagi hasil/bonus/imbalan;

b. kurang lancar, dengan kriteria:

1.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang
menerima penempatan memiliki rasio KPMM
paling rendah sama dengan rasio KPMM
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan
Modal Minimum dan pemenuhan modal inti
bank pembiayaan rakyat syariah; dan

terdapat tunggakan pembayaran pokok
dan/atau bagi hasil/bonus/imbalan sampai

dengan 30 (tiga puluh) hari; atau

c. macet, dengan kriteria:

1.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang
menerima penempatan memiliki rasio KPMM
kurang dari rasio KPMM sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan
pemenuhan modal inti bank pembiayaan
rakyat syariah;

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang
menerima penempatan telah ditetapkan dan

diumumkan sebagai bank dengan status
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dalam pengawasan khusus atau telah
dikenakan sanksi administratif berupa
penghentian sementara sebagian kegiatan
usaha;

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang
menerima penempatan dicabut izin
usahanya; dan/atau

4. terdapat tunggakan pembayaran pokok
dan/atau bagi hasil/bonus/imbalan lebih

dari 30 (tiga puluh) hari kerja.

Bagian Kelima

Penempatan pada Bank Indonesia

Pasal 24

Seluruh bentuk penempatan pada Bank Indonesia

ditetapkan memiliki kualitas lancar.

Bagian Keenam

Tagihan Akseptasi, Tagihan atas Surat Berharga Syariah

yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali, serta

Tagihan Spot dan Forward

Pasal 25

Kualitas Tagihan Akseptasi ditetapkan berdasarkan:

a.

(1)

kualitas Penempatan pada Bank Lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam hal pihak
yang harus melunasi tagihan merupakan bank lain;
atau

kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 dalam hal pihak yang harus melunasi tagihan

merupakan nasabah.

Pasal 26
Kualitas tagihan atas Surat Berharga Syariah yang
dibeli dengan janji dijual kembali ditetapkan

berdasarkan:
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a. kualitas Penempatan pada Bank Lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
dalam hal pihak yang menjual Surat Berharga
Syariah merupakan bank lain; atau

b. kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 dalam hal pihak yang menjual
Surat Berharga Syariah merupakan bukan bank.

Tagihan atas Surat Berharga Syariah yang dibeli

dengan janji dijual kembali dengan aset yang

mendasari berupa surat perbendaharaan negara
syariah, garah fixed rate, dan/atau instrumen lain
sejenis berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan

memiliki kualitas lancar.

Pasal 27
Kualitas Tagihan  Spot dan  Forward  ditetapkan
berdasarkan:
a. penetapan kualitas Penempatan pada Bank Lain

(1)

(2)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam
hal pihak lawan transaksi merupakan bank lain; atau

kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 dalam hal pihak lawan transaksi bukan

merupakan bank.

Bagian Ketujuh

Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara

Pasal 28
Pengukuran dan/atau pencatatan Penyertaan Modal
dilakukan dengan menggunakan:
a. biaya perolehan;
b. nilai wajar; atau
c. metode ekuitas,
sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
Kualitas Penyertaan Modal yang diukur dengan biaya

perolehan ditetapkan:
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a. lancar, dengan kriteria pihak tempat Bank Umum
Syariah melakukan Penyertaan Modal
memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian
secara kumulatif berdasarkan laporan keuangan
tahun buku terakhir yang telah diaudit;

b. kurang lancar, dengan kriteria pihak tempat Bank
Umum Syariah melakukan Penyertaan Modal
mengalami kerugian secara kumulatif sampai
dengan 25% (dua puluh lima persen) dari modal
pihak tempat Bank Umum Syariah melakukan
Penyertaan Modal berdasarkan laporan keuangan
tahun buku terakhir yang telah diaudit;

c. diragukan, dengan kriteria pihak tempat Bank
Umum Syariah melakukan Penyertaan Modal
mengalami kerugian secara kumulatif lebih dari
25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50%
(lima puluh persen) dari modal pihak tempat
Bank Umum Syariah melakukan Penyertaan
Modal berdasarkan laporan keuangan tahun
buku terakhir yang telah diaudit; atau

d. macet, dengan kriteria pihak tempat Bank Umum
Syariah melakukan Penyertaan Modal mengalami
kerugian secara kumulatif lebih dari 50% (lima
puluh persen) dari modal pihak tempat Bank
Umum Syariah melakukan Penyertaan Modal
berdasarkan laporan keuangan tahun buku
terakhir yang telah diaudit.

Kualitas Penyertaan Modal yang diukur dengan nilai

wajar atau metode ekuitas ditetapkan lancar.

Pasal 29
Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan:
a. lancar, dengan kriteria jangka waktu Penyertaan
Modal Sementara sampai dengan 1 (satu) tahun;
b. kurang lancar, dengan kriteria jangka waktu
Penyertaan Modal Sementara lebih dari 1 (satu)

tahun sampai dengan 4 (empat) tahun;
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c. diragukan, dengan kriteria jangka waktu
Penyertaan Modal Sementara lebih dari 4 (empat)
tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau

d. macet, dengan kriteria:

1. jangka waktu Penyertaan Modal Sementara
lebih dari 5 (lima) tahun; atau

2. pihak tempat Bank melakukan Penyertaan
Modal Sementara telah memiliki laba
kumulatif = namun Penyertaan Modal
Sementara belum ditarik kembali.

Dalam hal:

a. penjualan Penyertaan Modal Sementara
diperkirakan dilakukan dengan harga yang lebih
rendah dari nilai tercatat; dan/atau

b. penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun diperkirakan sulit
untuk dilakukan,

Bank wajib menurunkan kualitas Penyertaan Modal

Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan

Transaksi Rekening Administratif

Pasal 30

Kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapkan

berdasarkan:

a. penetapan kualitas Penempatan pada Bank Lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
dalam hal pihak lawan Transaksi Rekening
Administratif merupakan bank; atau

b. penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal pihak lawan
Transaksi Rekening Administratif merupakan
nasabah.

Penilaian terhadap Transaksi Rekening Administratif

dilakukan terhadap seluruh fasilitas yang disediakan,

baik yang bersifat komitmen maupun kontinjensi.
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Bagian Kesembilan

Aset Produktif yang Dijamin dengan Agunan Tunai

Pasal 31

Bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan

agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas lancar.

Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

a. giro, deposito, tabungan, setoran jaminan,
dan/atau emas;

b. SBIS, sukuk Bank Indonesia, surat berharga
syariah negara, penempatan dana lain pada Bank
Indonesia, dan/atau penempatan dana lain pada
pemerintah pusat.

c. jaminan pemerintah pusat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau

d. standby letter of credit dari prime bank, yang
diterbitkan sesuai dengan uniform customs and
practice for documentary credits atau international
standby practices.

Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan:

a. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat
kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk
keuntungan Bank penerima agunan, termasuk
pencairan sebagian untuk membayar tunggakan
angsuran pokok dan/atau bagi
hasil/ujrah/margin, atau agunan dilengkapi
dengan surat kuasa penjualan;

b. jangka waktu pemblokiran sebagaimana
dimaksud dalam huruf a paling singkat sama
dengan jangka waktu Aset Produktif;

c. memiliki pengikatan hukum yang kuat sebagai
agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain,
bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminkan

kepada pihak lain, termasuk memiliki tujuan
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penjaminan yang jelas; dan
untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a harus disimpan pada Bank

penyedia dana.

Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf ¢ dan huruf d harus memenuhi persyaratan:

a.
b.

bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan;
mempunyai jangka waktu paling singkat sama
dengan jangka waktu Aset Produktif;

tidak dijamin kembali (counter guarantee) oleh
Bank penyedia dana atau bank yang bukan prime
bank; dan

jangka waktu pencairan sesuai dengan dokumen
jaminan untuk agunan tunai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c, termasuk
pencairan sebagian untuk membayar tunggakan
angsuran pokok dan/atau bagi
hasil/ujrah/margin; atau

dapat dicairkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak pengajuan klaim untuk agunan tunai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,
termasuk pencairan sebagian untuk membayar
tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi

hasil/ ujrah/margin.

Prime bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

d harus memenuhi persyaratan memiliki:

a.

peringkat layak investasi yang diberikan oleh

lembaga pemeringkat, paling rendah:

1. AA- berdasarkan penilaian Standard & Poors;

2. Aa3 berdasarkan penilaian Moody’s;

3. AA- berdasarkan penilaian Fitch; atau

4. peringkat layak investasi setara dengan
angka 1, angka 2, dan/atau angka 3
berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat
yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan,

berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha

jangka panjang; dan
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total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus)

besar dunia.

Pasal 32

(1) Bank wajib melakukan atau mengajukan klaim

pencairan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah

nasabah wanprestasi.

(2) Nasabah wanprestasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) apabila:

a.

memiliki tunggakan pokok, bagi
hasil/ujrah/margin, dan/atau tagihan lain
selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aset
Produktif belum jatuh tempo;

tidak melakukan pembayaran pokok, bagi
hasil/ujrah/margin, dan/atau tagihan lain pada
saat Aset Produktif jatuh tempo; atau

tidak memenuhi persyaratan lain selain
pembayaran pokok dan/atau bagi

hasil/ ujrah/margin.

Bagian Kesepuluh

Pembiayaan dan Penyediaan Dana dalam Jumlah Kecil

serta Pembiayaan dan Penyediaan Dana di Daerah Tertentu

Pasal 33

(1) Penetapan kualitas Aset Produktif dapat didasarkan

hanya atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau

bagi hasil/ujrah/margin, untuk:

a.

Pembiayaan dan penyediaan dana lain yang
diberikan Bank kepada 1 (satu) nasabah atau 1
(satu) proyek dengan jumlah paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Pembiayaan dan penyediaan dana lain kepada
nasabah dengan lokasi kegiatan usaha yang
berada di daerah tertentu dengan jumlah lebih

dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
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berdasarkan penetapan Dewan Komisioner

Otoritas Jasa Keuangan;

Pembiayaan dan penyediaan dana lain yang

diberikan Bank kepada nasabah usaha mikro,

kecil, dan menengah dengan jumlah:

1. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00
(lima belas miliar rupiah) bagi Bank yang
memenuhi kriteria:

a) memiliki predikat penilaian kecukupan
kualitas penerapan manajemen risiko
untuk risiko kredit paling rendah
memadai (satisfactory); dan

b) memiliki rasio KPMM paling rendah
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum; atau

2. lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah) sampai dengan
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria:

a) memiliki predikat penilaian kecukupan
kualitas penerapan manajemen risiko
untuk risiko kredit sangat memadai
(strong); dan

b) memiliki rasio KPMM paling rendah
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai Kewajiban

Penyediaan Modal Minimum.

Penilaian atas kualitas Aset Produktif dalam bentuk

Pembiayaan dan penyediaan dana lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi Unit Usaha

Syariah:

a.

predikat penilaian kecukupan kualitas penerapan
manajemen risiko untuk risiko kredit mengacu
pada predikat penilaian kecukupan kualitas

penerapan manajemen risiko Unit Usaha Syariah;
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dan

b. rasio KPMM mengacu pada rasio KPMM bank
umum konvensional yang memiliki Unit Usaha
Syariah tersebut.

Predikat penilaian kecukupan kualitas penerapan

manajemen risiko untuk risiko kredit dan rasio KPMM

Bank yang digunakan dalam penilaian kualitas

Pembiayaan dan penyediaan dana lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan ayat (2)

didasarkan pada penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat diketahui oleh Bank

melalui prudential meeting antara Bank dan Otoritas

Jasa Keuangan.

Penggunaan predikat penilaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (3):

a. predikat penilaian posisi bulan Desember tahun
sebelumnya digunakan untuk penilaian kualitas
Pembiayaan dan penyediaan dana lain periode
bulan Februari sampai dengan bulan Juli; dan

b. predikat penilaian posisi bulan Juni digunakan
untuk penilaian kualitas Pembiayaan dan
penyediaan dana lain periode bulan Agustus
sampai dengan bulan Januari tahun berikutnya.

Dalam hal terjadi penyesuaian penilaian untuk posisi

bulan Desember atau bulan Juni sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) oleh Otoritas Jasa Keuangan,
penilaian yang digunakan merupakan penilaian terkini
yang telah disesuaikan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c tidak diberlakukan untuk Pembiayaan dan

penyediaan dana lain yang diberikan kepada 1 (satu)

nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah dengan
jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) yang merupakan:

a. Pembiayaan yang direstrukturisasi; dan/atau
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b. penyediaan dana kepada SO (lima puluh) nasabah
terbesar Bank.

Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a tetap

dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai

Restrukturisasi Pembiayaan.

Penetapan kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana

lain yang diberikan Bank kepada:

a. nasabah wusaha mikro, kecil, dan menengah
dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
dan

b. termasuk dalam 50 (lima puluh) nasabah terbesar
Bank,

tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang

diberikan oleh bank lain untuk membiayai 1 (satu)

nasabah atau 1 (satu) proyek yang sama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.

Dalam hal terdapat penyimpangan yang signifikan

dalam prinsip Pembiayaan yang sehat, Otoritas Jasa

Keuangan menetapkan penilaian kualitas Aset

Produktif yang diberikan oleh Bank kepada nasabah

usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan faktor

penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kesebelas

Aset Produktif Berorientasi Ekspor

Pasal 34
Aset Produktif yang berupa penanaman dana
berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang
memenuhi persyaratan tertentu ditetapkan memiliki
kualitas lancar.
Bagian dari Aset Produktif yang memperoleh jaminan

dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan
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tertentu ditetapkan memiliki kualitas lancar.

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2):

a. dimiliki oleh pemerintah pusat;

b. kegiatan wusahanya memberikan pembiayaan
ekspor nasional; dan

c. ditetapkan oleh Undang-Undang dengan status
sovereign.

Jaminan dari lembaga keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

a. Dbersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan;

b. jangka waktu pencairan sesuai dengan dokumen
jaminan, termasuk pencairan sebagian untuk
membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau
bagi hasil/ujrah/margin;

c. mempunyai jangka waktu paling singkat sama
dengan jangka waktu Aset Produktif; dan

d. tidak dijamin kembali (counter guarantee).

Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang

diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling

lama 7 (tujuh) hari kerja sejak nasabah wanprestasi.

Nasabah wanprestasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) apabila:

a. memiliki tunggakan pokok, bagi
hasil/ujrah/margin, dan/atau tagihan lain
selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aset
Produktif belum jatuh tempo;

b. tidak melakukan pembayaran pokok, bagi
hasil/ujrah/margin, dan/atau tagihan lain pada
saat Aset Produktif jatuh tempo; atau

c. tidak memenuhi persyaratan lain selain
pembayaran pokok dan/atau bagi

hasil/ujrah/margin.
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Bagian Keduabelas

Sanksi Administratif

Pasal 35

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1),

Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat

(3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), ayat (3), Pasal

18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 29 ayat (2), dan/atau Pasal

32 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran

tertulis.

Dalam hal:

a. Bank telah dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7
ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), ayat (3), Pasal
18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 29 ayat (2), dan/atau
Pasal 32 ayat (1); atau

b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan
penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat
pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,

Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa

pembekuan kegiatan usaha tertentu.

Dalam hal:

a. Bank telah dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau
ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),
Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9
ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal
14 ayat (2), ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19,
Pasal 29 ayat (2), dan/atau Pasal 32 ayat (1); atau

b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun
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berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan
terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi
segera,
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau
pejabat eksekutif Bank dapat dikenai sanksi
administratif berupa larangan sebagai pihak utama
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga

jasa keuangan.

BAB IV
ASET NONPRODUKTIF

Bagian Kesatu

AYDA

Pasal 36
Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis
terhadap AYDA.
Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap
AYDA yang dimiliki.
Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian

AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 37

Bank wajib menetapkan kualitas Aset Produktif menjadi

macet sebelum melakukan pengambilalihan agunan.

(1)

(2)

Pasal 38
Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap
AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan
pada saat pengambilalihan agunan.
Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilakukan oleh penilai independen untuk
AYDA dengan nilai paling sedikit Rp5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah).



2022, No.37

(3)

(4)

(1)

(2)

-36-

Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan oleh penilai intern Bank untuk

nilai AYDA kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah).

Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) merupakan kantor jasa penilai publik yang

memenuhi persyaratan:

a. tidak merupakan Pihak Terkait dengan Bank;

b. tidak merupakan kelompok nasabah penerima
fasilitas dengan nasabah Bank;

c. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode
etik profesi dan ketentuan yang ditetapkan oleh
instansi yang berwenang;

d. menggunakan metode penilaian berdasarkan
standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang;

e. memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang
sebagai kantor jasa penilai publik; dan

f.  tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh

instansi yang berwenang.

Pasal 39

AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2),

ditetapkan memiliki kualitas:

a. lancar, dengan kriteria AYDA dimiliki sampai
dengan 1 (satu) tahun;

b. kurang lancar, dengan kriteria AYDA dimiliki
lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga)
tahun;

c. diragukan, dengan kriteria AYDA dimiliki lebih
dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
atau

d. macet, dengan kriteria AYDA dimiliki lebih dari 5
(lima) tahun.

Dalam hal Bank tidak melakukan upaya penyelesaian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan
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ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat menurunkan
kualitas AYDA satu tingkat dari kualitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Properti Terbengkalai

Pasal 40

Bank wajib melakukan identifikasi dan penetapan

terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.

Properti yang tidak termasuk dalam Properti

Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. properti yang dikategorikan sebagai aset Bank
dalam Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT;

b. properti yang digunakan sebagai penunjang
kegiatan usaha Bank dan dimiliki dalam jumlah
yang wajar;

c. properti yang digunakan untuk  sarana
pendidikan; dan

d. properti lain yang telah ditetapkan untuk
digunakan dalam kegiatan usaha dalam waktu
dekat.

Penetapan  Properti  Terbengkalai  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi

dan didokumentasikan.

Bagian properti yang tidak digunakan Bank dari suatu

properti yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank

secara mayoritas, tidak digolongkan sebagai Properti

Terbengkalai.

Dalam hal Bank tidak menggunakan bagian dari suatu

properti secara mayoritas, bagian properti yang tidak

digunakan untuk kegiatan usaha Bank digolongkan

sebagai Properti Terbengkalai secara proporsional.
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Pasal 41
Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap
Properti Terbengkalai yang dimiliki.
Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian
Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Pasal 42

Properti Terbengkalai yang telah dilakukan upaya

penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,

ditetapkan memiliki kualitas:

a. lancar, dengan kriteria Properti Terbengkalai
dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;

b. kurang lancar, dengan  kriteria  Properti
Terbengkalai dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun
sampai dengan 3 (tiga) tahun;

c. diragukan, dengan kriteria Properti Terbengkalai
dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5
(lima) tahun; atau

d. macet, dengan kriteria Properti Terbengkalai
dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

Dalam hal Bank tidak melakukan upaya penyelesaian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Otoritas Jasa

Keuangan dapat menurunkan kualitas Properti

Terbengkalai satu tingkat dari kualitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Rekening Antarkantor dan Rekening Tunda

Pasal 43
Bank wajib melakukan upaya penyelesaian Rekening
Antarkantor dan Rekening Tunda.
Kualitas Rekening Antarkantor dan Rekening Tunda
ditetapkan:
a. lancar, dengan kriteria Rekening Antarkantor dan

Rekening Tunda tercatat dalam pembukuan Bank
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sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari;
atau

macet, dengan kriteria Rekening Antarkantor dan
Rekening Tunda tercatat dalam pembukuan Bank

lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

Pasal 44

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1),

ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (3), Pasal 41, dan/atau

Pasal 43 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa

teguran tertulis.

Dalam hal:

a.

Bank telah dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), ayat
(2), Pasal 40 ayat (1), ayat (3), Pasal 41, dan/atau
Pasal 43 ayat (1); atau

belum dikenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan
penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat

pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,

Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa

pembekuan kegiatan usaha tertentu.

Dalam hal:

a.

Bank telah dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau
ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37,
Pasal 38 ayat (1), ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat
(3), Pasal 41, dan/atau Pasal 43 ayat (1); atau

belum dikenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun
berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan
terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi

segera,
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anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau
pejabat eksekutif Bank dapat dikenai sanksi
administratif berupa larangan sebagai pihak utama
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga

jasa keuangan.

BAB V
PPKA DAN CKPN

Bagian Kesatu

PPKA

Paragraf 1

Umum

Pasal 45
Bank wajib menghitung dan membentuk PPKA
terhadap Aset Produktif dan Aset Nonproduktif.
PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. penyisihan umum untuk Aset Produktif; dan
b. penyisihan khusus untuk Aset Produktif dan Aset
Nonproduktif.

Pasal 46

Penyisihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

45 ayat (2) huruf a ditetapkan paling sedikit sebesar

1% (satu persen) dari Aset Produktif yang memiliki

kualitas lancar.

Penyisihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk:

a. fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik yang
merupakan bagian dari Transaksi Rekening
Administratif;

b. SBIS, sukuk Bank Indonesia, surat berharga
syariah negara, Surat Berharga Syariah lain yang

diterbitkan oleh Bank Indonesia, Surat Berharga
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Syariah lain yang diterbitkan oleh pemerintah
pusat, dan/atau penempatan dana lain pada
Bank Indonesia;

c. bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan
agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31; dan/atau

d. Pembiayaan [jarah dan Pembiayaan IMBT.

Penyisihan khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 ayat (2) huruf b ditetapkan paling sedikit:

a. 5% (lima persen) dari Aset dengan kualitas dalam
perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan;

b. 15% (lima belas persen) dari Aset dengan kualitas
kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan;

c. 50% (lima puluh persen) dari Aset dengan
kualitas diragukan setelah dikurangi nilai
agunan; atau

d. 100% (seratus persen) dari Aset dengan kualitas
macet setelah dikurangi nilai agunan.

Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat

(1) dan Pasal 19 harus menghitung dan membentuk

PPKA sebesar 100% (seratus persen).

Penggunaan nilai agunan sebagai pengurang dalam

perhitungan  pembentukan  PPKA  sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan untuk Aset

Produktif.

Pasal 47

Perhitungan PPKA untuk Aset Produktif dalam bentuk

Pembiayaan ditetapkan:

a.

Pembiayaan  Murabahah, Pembiayaan Istishna’,
Pembiayaan multijasa dihitung berdasarkan saldo
harga pokok;

Pembiayaan Qardh, Pembiayaan Mudarabah, dan
Pembiayaan Musyarakah dihitung berdasarkan saldo
baki debet; dan

Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT dihitung

berdasarkan tunggakan porsi pokok sewa.
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Pasal 48

Bank wajib membentuk penyusutan atau amortisasi atas

Aset Produktif untuk:

a.

Pembiayaan Ijarah  sesuai dengan  kebijakan
penyusutan atau amortisasi Bank bagi Aset yang
sejenis; dan/atau

Pembiayaan IMBT sesuai dengan masa sewa.

Paragraf 2
Agunan sebagai Pengurang PPKA

Pasal 49

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang

dalam perhitungan PPKA ditetapkan:

a.

Surat Berharga Syariah dan saham yang aktif
diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau bursa
efek negara lain yang termasuk dalam bursa utama,
atau memiliki peringkat layak investasi dan diikat
secara gadai;

tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan
hak tanggungan;

satuan rumah susun yang diikat dengan jaminan
fidusia atau hak tanggungan,;

mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah
yang diikat dengan hak tanggungan;

pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran lebih
dari 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan
hipotek;

kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat
dengan fidusia; dan/atau

resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi

gudang.
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Pasal 50

Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib:

a. dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah;

b. diikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sehingga memberikan hak
preferensi atau hak jaminan yang memberikan
kedudukan untuk diutamakan bagi Bank; dan

c. dilindungi asuransi dengan banker’s clause yang
memiliki jangka waktu paling sedikit sama
dengan jangka waktu pengikatan agunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan

asuransi terhadap agunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan:

a. memenuhi Prinsip Syariah;

b. memperoleh izin wusaha dari Otoritas Jasa
Keuangan;

c. memenuhi ketentuan permodalan sesuai yang
ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan; dan

d. bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank
atau kelompok nasabah penerima fasilitas dengan
nasabah Bank, kecuali direasuransikan kepada
perusahaan asuransi yang bukan merupakan
Pihak Terkait dengan Bank atau kelompok
nasabah penerima fasilitas dengan nasabah
Bank.

Dalam hal tidak terdapat perusahaan asuransi yang
memenuhi Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a yang dapat memberikan
perlindungan asuransi terhadap agunan secara
menyeluruh, Bank dapat menggunakan jasa
perusahaan asuransi konvensional sebagai tambahan
perlindungan asuransi.

Dalam hal tidak terdapat produk asuransi pada

perusahaan asuransi yang memenuhi Prinsip Syariah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang

dapat memberikan perlindungan asuransi terhadap
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jenis agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49,
Bank dapat menggunakan  produk = asuransi
konvensional.

Penggunaan jasa perusahaan asuransi konvensional
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau produk
asuransi konvensional sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) harus dilengkapi dengan surat pernyataan

Bank dan opini dewan pengawas syariah.

Pasal 51

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang

dalam perhitungan PPKA sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 49 paling sedikit harus dinilai oleh:

a. penilai independen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (4) untuk Aset Produktif yang
berasal dari nasabah atau kelompok nasabah
penerima fasilitas dengan jumlah lebih dari
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
atau

b. penilai intern Bank untuk Aset Produktif yang
berasal dari nasabah atau kelompok nasabah
penerima fasilitas dengan jumlah sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bank wajib melakukan penilaian terhadap agunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak awal

pemberian Aset Produktif.

Pasal 52

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai

pengurang dalam perhitungan PPKA ditetapkan:

a. Surat Berharga Syariah dan saham yang aktif
diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau
bursa efek negara lain yang termasuk dalam
bursa utama, atau memiliki peringkat layak
investasi, paling tinggi 50% (lima puluh persen)

dari nilai tercatat Surat Berharga Syariah;
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tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk

tempat tinggal serta satuan rumah susun yang

diikat dengan jaminan fidusia atau hak

tanggungan, paling tinggi:

1.

70% (tujuh puluh persen) dari penilaian

apabila:

a) penilaian oleh penilai independen
dilakukan dalam 18 (delapan belas)
bulan terakhir; atau

b) penilaian oleh penilai intern dilakukan
dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;

50% (lima puluh persen) dari penilaian

apabila:

a) penilaian yang dilakukan oleh penilai
independen lebih dari 18 (delapan belas)
bulan sampai dengan 24 (dua puluh
empat) bulan terakhir; atau

b) penilaian yang dilakukan oleh penilai
intern lebih dari 12 (dua belas) bulan
sampai dengan 18 (delapan belas) bulan
terakhir;

30% (tiga puluh persen) dari penilaian

apabila:

a) penilaian yang dilakukan oleh penilai
independen lebih dari 24 (dua puluh
empat) bulan sampai dengan 30 (tiga
puluh) bulan terakhir; atau

b) penilaian yang dilakukan oleh penilai
intern lebih dari 18 (delapan belas)
bulan sampai dengan 24 (dua puluh
empat) bulan terakhir; dan

0% (nol persen) dari penilaian apabila:

a) penilaian yang dilakukan oleh penilai
independen lebih dari 30 (tiga puluh)
bulan terakhir; atau

b) penilaian yang dilakukan oleh penilai

intern lebih dari 24 (dua puluh empat)
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bulan terakhir; atau
c. tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat
tinggal, mesin yang dianggap sebagai satu
kesatuan dengan tanah, pesawat udara, kapal
laut, kendaraan bermotor, persediaan, dan resi
gudang, paling tinggi:

1. 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian
apabila penilaian dilakukan dalam 12 (dua
belas) bulan terakhir;

2. 50% (lima puluh persen) dari penilaian
apabila penilaian yang dilakukan lebih dari
12 (dua belas) bulan sampai dengan 18
(delapan belas) bulan terakhir;

3. 30% (tiga puluh persen) dari penilaian
apabila penilaian yang dilakukan lebih dari
18 (delapan belas) bulan sampai dengan 24
(dua puluh empat) bulan terakhir; atau

4. 0% (nol persen) dari penilaian apabila
penilaian yang dilakukan lebih dari 24 (dua
puluh empat) bulan terakhir.

(2) Dalam hal terdapat beberapa penilaian terhadap suatu
agunan untuk posisi yang sama baik yang dilakukan
oleh penilai independen maupun penilai intern, Bank
wajib menggunakan nilai yang terendah.

(3) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa
Keuangan dapat menetapkan nilai agunan yang dapat
diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan
PPKA lebih rendah dari penetapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 53
Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang
dalam perhitungan PPKA sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 dilarang melebihi nilai pengikatan agunan.



(1)

(2)

(3)

a7 2022, No.37

Pasal 54

Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50,
Pasal 52 dan/atau Pasal 53, Otoritas Jasa Keuangan
berwenang melakukan perhitungan kembali atas nilai
agunan yang telah dikurangkan dalam PPKA.

Bank wajib menyesuaikan perhitungan PPKA sesuai
dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam laporan perhitungan rasio KPMM dan/atau
laporan publikasi sesuai dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi
laporan bank.

Perhitungan PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib disesuaikan paling lambat pada periode
laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari

Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua

CKPN

Pasal 55

Bank wajib membentuk CKPN sesuai standar

akuntansi keuangan.

(1)

(2)

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif

Pasal 56

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 48, Pasal 50
ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53,
Pasal 54 ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 55 dikenai
sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Dalam hal:

a. Bank telah dikenai sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap
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melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal
S1 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53, Pasal 54
ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 55; atau

b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan
penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat
pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,

Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa

pembekuan kegiatan usaha tertentu.

Dalam hal:

a. Bank telah dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau
ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1),
Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat
(2), Pasal 53, Pasal 54 ayat (2), ayat (3), dan/atau
Pasal 55; atau

b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun
berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan
terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi
segera,

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau

pejabat eksekutif Bank dapat dikenai sanksi

administratif berupa larangan sebagai pihak utama
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga

jasa keuangan.
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BAB VI
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57
Restrukturisasi Pembiayaan harus memenuhi kriteria:
a. nasabah mengalami kesulitan pembayaran pokok
dan/atau bagi hasil/ujrah/margin Pembiayaan; dan
b. nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik dan
dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah

Pembiayaan direstrukturisasi.

Pasal 58
Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan
dengan tujuan untuk:
a. memperbaiki kualitas Pembiayaan; dan/atau
b. menghindari peningkatan pembentukan PPKA,
tanpa memenuhi kriteria nasabah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 57.

Pasal 59
Dalam melakukan Restrukturisasi Pembiayaan, Bank wajib
memperhatikan prinsip:
a. objektivitas;
b. independensi;
c. menghindari benturan kepentingan; dan

d. kewajaran.

Bagian Kedua

Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Pembiayaan

Pasal 60
Bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi
Restrukturisasi Pembiayaan sesuai dengan standar

akuntansi keuangan.
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Bagian Ketiga
Kebijakan, Prosedur, dan Pedoman Restrukturisasi

Pembiayaan

Pasal 61
Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis
mengenai Restrukturisasi Pembiayaan.
Kebijakan mengenai Restrukturisasi Pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui
oleh Dewan Komisaris.
Prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib disetujui oleh Direksi.
Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara
aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Direksi wajib melakukan pengawasan secara aktif
terhadap pelaksanaan prosedur tertulis mengenai
Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Kebijakan dan prosedur tertulis mengenai
Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pasal 62
Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bank harus memiliki
pedoman Restrukturisasi Pembiayaan.
Pedoman Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
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Pasal 63

Keputusan  Restrukturisasi = Pembiayaan = wajib

dilakukan oleh:

a. pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi dari
pihak yang memutuskan pemberian Pembiayaan;
dan

b. pihak yang berbeda dengan pihak yang
memutuskan pemberian Pembiayaan.

Dalam hal keputusan pemberian Pembiayaan

dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan

tertinggi, Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan
melalui keputusan dalam rapat Direksi.

Restrukturisasi Pembiayaan wajib dilakukan oleh

pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam

pemberian keputusan Pembiayaan yang
direstrukturisasi.

Dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan,

pembentukan satuan kerja khusus disesuaikan

dengan kebutuhan masing-masing Bank sesuai
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

perkreditan atau pembiayaan bagi bank umum.

Pasal 64

Bank wajib menganalisis Pembiayaan yang akan
direstrukturisasi berdasarkan prospek usaha nasabah
dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.
Pembiayaan kepada Pihak Terkait yang akan
direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan
keuangan independen yang memiliki izin usaha dan
reputasi yang baik.

Setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi
Pembiayaan dan hasil analisis yang dilakukan Bank
dan konsultan keuangan independen terhadap
Pembiayaan yang direstrukturisasi harus

didokumentasikan secara lengkap dan jelas.
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(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) berlaku juga untuk Pembiayaan yang

direstrukturisasi ulang.

Bagian Keempat

Penetapan Kualitas Pembiayaan yang Direstrukturisasi

Pasal 65
(1) Kualitas Pembiayaan setelah restrukturisasi
ditetapkan:
a. paling tinggi sama dengan kualitas Pembiayaan

sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan,
apabila nasabah belum memenuhi kewajiban
pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi
hasil/ujrah/margin secara berturut-turut selama
3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang
diperjanjikan;
dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari
kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan
Restrukturisasi Pembiayaan, setelah nasabah
memenuhi kewajiban pembayaran angsuran
pokok dan/atau bagi hasil/wjrah/margin secara
berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
berdasarkan faktor penilaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10:
1. setelah penetapan kualitas Pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam huruf b; atau
2. dalam hal nasabah tidak memenuhi syarat
dan/atau kewajiban pembayaran dalam
perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan, baik
selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode
kewajiban pembayaran sesuai waktu yang

diperjanjikan.

(2) Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi

sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah):
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a. sampai dengan 3 (tiga) kali periode kewajiban
pembayaran ditetapkan:

1. paling tinggi kurang lancar untuk
Pembiayaan yang tergolong diragukan atau
macet; atau

2. tetap sama untuk Pembiayaan yang
tergolong lancar, dalam perhatian khusus,
atau kurang lancar,

sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan;

dan

b. setelah 3 (tiga) kali periode Lkewajiban
pembayaran kualitas Pembiayaan yang
direstrukturisasi ditetapkan berdasarkan faktor
penilaian atas ketepatan pembayaran pokok
dan/atau bagi hasil/ujrah/margin.
Dalam hal Restrukturisasi Pembiayaan yang dilakukan
Bank tidak didukung dengan analisis dan
dokumentasi yang memadai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64, Otoritas Jasa Keuangan berwenang
menetapkan kualitas Pembiayaan yang
direstrukturisasi = berdasarkan  faktor  penilaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
Dalam hal periode pemenuhan kewajiban angsuran
pokok dan/atau bagi hasil/ujrah/margin kurang dari
1 (satu) bulan, peningkatan kualitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan
paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak
dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan.
Penetapan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga untuk
Pembiayaan yang direstrukturisasi ulang.
Kualitas tambahan Pembiayaan sebagai bagian dari
paket Restrukturisasi Pembiayaan ditetapkan sama

dengan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi.
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Pasal 66

Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi

dengan pemberian tenggang waktu pembayaran pokok

dan/atau bagi hasil/ujrah/margin ditetapkan:

a. selama tenggang waktu pembayaran pokok
dan/atau bagi hasil/wrah/margin, kualitas
Pembiayaan mengikuti kualitas Pembiayaan
sebelum dilakukan restrukturisasi; dan

b. setelah tenggang waktu pembayaran pokok
dan/atau bagi hasil/wrah/margin berakhir,
kualitas Pembiayaan mengikuti penetapan
kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65.

Dalam hal Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan

Musyarakah direstrukturisasi, perhitungan

pencapaian rasio RBH terhadap PBH sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan
berdasarkan akumulasi selama periode Pembiayaan

sejak perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan.

Pasal 67

Penetapan kualitas Aset Produktif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 berlaku
pula bagi Pembiayaan yang direstrukturisasi.

Dalam hal Pembiayaan yang direstrukturisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lebih
dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),
penetapan kualitas Pembiayaan tidak dipengaruhi oleh
kualitas Pembiayaan yang diberikan oleh Bank lain
kepada nasabah atau proyek yang sama dengan
jumlah kurang dari atau sama dengan

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
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Bagian Kelima
Restrukturisasi Pembiayaan Melalui

Penyertaan Modal Sementara

Pasal 68
Bank dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan
dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara.
Restrukturisasi Pembiayaan dalam bentuk Penyertaan
Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan wuntuk Pembiayaan yang memiliki

kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet.

Pasal 69
Bank wajib menarik kembali Penyertaan Modal
Sementara apabila:
a. perusahaan nasabah tempat penyertaan telah
memperoleh laba kumulatif; atau
b. telah melampaui jangka waktu paling lama 5
(lima) tahun.
Bank wajib melakukan hapus buku dari laporan posisi
keuangan Bank terhadap Penyertaan  Modal
Sementara yang telah melampaui jangka waktu 5

(lima) tahun.

Bagian Keenam

Koreksi Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan

Pasal 70

Dalam hal:

a.

menurut  penilaian  Otoritas Jasa  Keuangan,
Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan tujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58;

Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan
dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai
mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha

nasabah;
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nasabah tidak melaksanakan perjanjian

Restrukturisasi Pembiayaan; dan/atau

Restrukturisasi Pembiayaan tidak dilakukan sesuai

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini,

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan koreksi

terhadap

penetapan kualitas Pembiayaan yang

direstrukturisasi dan perhitungan PPKA.

(1)

(2)

Bagian Ketujuh

Sanksi Administratif

Pasal 71

Bagi:

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60,
Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), ayat (3), Pasal
64 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 69;

Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dan/atau ayat
(5); dan/atau

Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2)

dan/atau ayat (4),

dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Dalam hal:

a.

Bank, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris telah
dikenai  sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 63 ayat (1), ayat
(3), Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 69;
atau

belum dikenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan
penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat

pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,
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Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa

pembekuan kegiatan usaha tertentu.

Dalam hal:

a. Bank, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris telah
dikenai  sanksi  administratif = sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan
tetap melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60,
Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat
(5), Pasal 63 ayat (1), ayat (3), Pasal 64 ayat (1),
ayat (2), dan/atau Pasal 69; atau

b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun
berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan
terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi
segera,

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau

pejabat eksekutif Bank dapat dikenai sanksi

administratif berupa larangan sebagai pihak utama
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga

jasa keuangan.

BAB VII
HAPUS BUKU

Pasal 72
Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis
mengenai hapus buku sesuai dengan standar
akuntansi keuangan.
Kebijakan mengenai hapus buku sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan
Komisaris.
Prosedur tertulis mengenai hapus buku sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi.
Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara

aktif terhadap pelaksanaan kebijakan hapus buku
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Direksi wajib melakukan pengawasan secara aktif
terhadap pelaksanaan prosedur tertulis mengenai
hapus buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan
manajemen risiko Bank sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan
manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit

Usaha Syariah.

Pasal 73

Dalam hal Bank melakukan hapus buku terhadap
Aset Produktif, Bank harus membentuk CKPN sebesar
100% (seratus persen) dan kualitas Aset Produktif
telah ditetapkan macet sebelum dilakukan hapus
buku.

Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian
Aset Produktif.

Pasal 74
Hapus buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
ayat (1) dilakukan setelah Bank melakukan berbagai
upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang
diberikan.
Bank wajib mendokumentasikan upaya yang
dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta
dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku.
Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi
mengenai Aset Produktif yang telah dilakukan
hapus buku.

Pasal 75
Bagi:
a. Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Pasal 74 ayat
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(2), dan/atau ayat (3);

b. Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dan/atau ayat
(5); dan/atau

c. Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2)
dan/atau ayat (4),

dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Dalam hal:

a. Bank, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris telah
dikenai  sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal
74 ayat (2), dan/atau ayat (3); atau

b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan
penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat
pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,

Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa

pembekuan kegiatan usaha tertentu.

Dalam hal:

a. Bank, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris telah
dikenai  sanksi  administratif @ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan
tetap melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (4), ayat (5), Pasal 74 ayat (2), dan/atau
ayat (3); atau

b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun
berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan
terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi
segera,

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau

pejabat eksekutif Bank dapat dikenai sanksi

administratif berupa larangan sebagai pihak utama
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sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga

jasa keuangan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 76

Bank wajib menyampaikan laporan perbedaan

kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya setelah posisi kewajiban penyesuaian

penilaian  kualitas Aset Produktif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 melalui sistem pelaporan

Otoritas Jasa Keuangan.

Tata cara penyampaian laporan perbedaan kualitas

Aset Produktif dilakukan dalam bentuk laporan tidak

terstruktur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui

sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Penyampaian laporan perbedaan kualitas Aset

Produktif ditujukan kepada:

a. Departemen Pengawasan Bank Syariah atau
Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di
Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di
wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dan Provinsi Banten; atau

b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau
Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi
Bank yang berkantor pusat di luar wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan
Provinsi Banten.

Format laporan perbedaan kualitas Aset Produktif

mengacu pada Lampiran Il bagian A yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan ini.
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Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif
berupa teguran tertulis.

Dalam hal:

a. Bank telah dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tetap
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1); atau

b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) namun berdasarkan
penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat
pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,

Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa

pembekuan kegiatan usaha tertentu.

Dalam hal:

a. Bank telah dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau
ayat (6) dan tetap melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau

b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan/atau ayat (6) namun
berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan
terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi
segera,

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau

pejabat eksekutif Bank dapat dikenai sanksi

administratif berupa larangan sebagai pihak utama
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga

jasa keuangan.

Pasal 77
Bank wajib menyampaikan laporan Restrukturisasi
Pembiayaan setiap bulan untuk posisi akhir bulan
melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
Tata cara dan batas waktu penyampaian laporan

Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dalam bentuk
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laporan terstruktur sesuai dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum
melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Format laporan Restrukturisasi Pembiayaan mengacu
pada Lampiran III bagian B yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini.

(4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai pelaporan bank umum melalui sistem

pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

Dalam pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan
dapat menetapkan kebijakan lain terkait pengaturan yang
sudah ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai administrasi pemerintahan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79
Kewajiban penyesuaian kualitas Aset Produktif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pertama kali

dilakukan untuk posisi akhir bulan Maret tahun 2022.

Pasal 80
Laporan perbedaan kualitas Aset Produktif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) disampaikan pertama
kali untuk posisi data setelah kewajiban penyesuaian

penilaian kualitas Aset Produktif dilakukan untuk pertama



63 2022, No.37

kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

Pasal 81
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 347, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan
atas  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6251) dan

ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 82
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Februari 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY



2022, No.37

-65-

‘TJUDYI2) UBNE B(ESEU
eyesn uejerdoy
IBSsaq UBUINSUNWIY =
neje/uep {[equuay
ymd  ymun ns

“ueyngumiiad
TweeSuaWw  MEpn neje

uep ueMn3elp jesues sejeqId)]  Jesues SueA ‘se1RqIa) STeq SueA

SueA weBUEBSN SIPUOY ‘urunuow Suek | BYeSN ueynqumnad | eyesn ueynqunyiad | eyesn ueyngunyiad BYEBSIL
IS Jeqeseu BYBSN 1SIPUOY INIIWUaW | 1suajod uespnfunuaw | 1suajod LW | 1suajod TS ueyngumnitad
BYESN ue)eISay » | YBCQESBU BUBSN URJRISDY | YeBQESBU BUEBSN UB)EISIY | YB(ESBU BYESN UEBJRIS0Y | BgQESBU BUESN UBJRIZDY 1su2jod ]

JaoBp uesnseli] Teoue] Sueiny snsNyy ueyeylod wee( Ieoue]
usuodwoy]
ueBARIQUIS] SBH RNy
VHVSN AddS0Odd
TISVH IDVE VIV NYIAVSVAIHI NYVAVIHINAd SV.LITVAY NVdY.LANHJ
v ueideqg

HVIAVAS VHVS] LINN NVA HVIIVAS WNNN NV
LASY SVLITVNY NVIVIINHJ

DONVINHL

20T /0 Mr0d/ 2 JONWON
VISANOANI Ar1gnddad
NVONVNAN VSV SYLIRIOLO NVINLYIAd

I NVAIdINV]




-66-

2022, No.37

req
ueduap  UBNIEso[2s1d)

‘yegeseu ‘Tequioy Suejnia) Jera) unweu

elEST uejersayy Jyeqgeseu JNun  UeUR{SUNIR wesurl uesjodowad

depeyia) TeuRIBW BYBSI uejerday ‘Yyeqeseu BpE YISBW UNWEU MTeq neje ueysiasiad

seduwrepraq Sued elray depeyial Terrayewa B ESN we)ersay uesduap e 1esalasIp TUreTes Ul

e3euo) uexogowad drsno sredwepiaq depeyio) Telojew ye[o) Suek el1oy geurad neye  elioy

neje uelisijasiad Sued uedoSowad neje dremno sredwrepiaq edeua) uesodowad edeud uesjosowad

jedepia} uep JeS2q ueyisyasiad  yedepioy Suek uesjoSowad neje ueyIsyasiad neje ueysiasiad

Sued yeqwnl werep uep Iesaq dromo neje ueyisiasiad nwereSuat Yyeutad uep Tereduatu 1B)BOI]
ueylqafiaq elioy eSeus) « | Sued  yeyunl werep jedepiay uep epeuau BAULUN N geutad wneq  uep el103 eSeun
neje /uep uey1galiaq elioy edeuay ueylgapiaq el1ox eSeua) « | eped  el1ey  eSeuo) « | epewow elioy edeuoy ueyereseuwtad
Srung jedues neje/uep Smang neje/uep Sreq dnyno neje/uep oyreq neje/uep ieq jesues uep uawaleuew
uswoleuew  seyeny] « | uowoleuewr  seyyENYy vowaleuew  sejeny « | uowoleuew  sej(eny « | uowaleuew  sey N3] sejreny

‘Teuoiseiado ‘wnwndo sejisedey
Surnsnpuaw eped 1seiadoraq epy

jedep Suek 12A9] neje/uep ‘wnwdo ‘wnrdo

eped epn sejsedey ‘nreq SuBk sTUSIq ndwey Suek sejsedey Suek sejisedey

neje/uep {sNiIAs 1897e1)s UeseUesye[ow eped 1seradoraq « | eped 1se12doIaqg

Juek ueyeresewrad el equa neje /uep Furesad neje/uep (resed

Twereduotu Teuoiserado ymd jedep unweu ueduap Surpueqos weep ey Sued 1s1sod

“uejnluerasiag uep 18133 jedues ‘Buresad JNedueq Jesed essued « | YNSLWIA) ‘sBYRQIa)

Tepn Teuolserado « | BYBSN ueduresiad dejo;  req  dromno ‘rentnouosarad Fued ueduresiad
neje/uep ‘UnNINuUIwW ‘uertmouosfazad Jesed 1p yeqeseu 1s1s0d ISTPUO] ueyeqniad ‘uetwouosjorod ueSuresiad
Sueh weruouosatad ISTPUOI] weteqniad ‘urenuuouosfasad yaro nyruresuadip ISTPUOY weyeqniad werep  yeqeseu
1s1puoy ueSuap uelelos a1o ynaeduadip 1STpUOy ueeqriad sedueq  Mepn  ‘Mieq yoto rynieduadip sepn 1s1s0d uep
Tesed uesue[Iyay » | yesues Jesed yajo ynresuadip resed « | Jesed Ip Yegeseu 1s1sod « | Uep Jiqels sued Jesed Tesed ISIpUOY

120 ueNnNIeI] JeOURT SURIN3] SNSNYD URlIRyIad Wele( Jeoue]
usuodioy]

ueBARIqUI] SBIENI]

VHVYS AddSCdad




2022, No.37

-67-

(dnpry
ueSurns3ul]
‘uepeduad 1p JIuMIp ‘Teuyew depeyin
Injun UBURSUNWY | SUBA uesuedwiAuad sunuad sredurep
Do Uep ‘Uueduepun | ueduop ‘ueSuepun Tetaagewr drsmno D{ITuaw Suek
-Suepuruad ueinjerad | -Suepuniad ueinjesod | Sued uedueduwiiuad Iesaq  eleysiaqg
UEeNIUI}oy UBIUIP TBNSas | UBNjualas ueduap Tensas | uesuap ‘ueduepun “uesuepun ‘ueduepun-guepuniad yeqeseu
TNWTUTU uejereAsiad | wnwru uejeredsiod | -Suepuniod uerrnjesad | -Suepuraad ueinjerad | veinjerad uernjualay] | 13eq) dnpry
Tedeouawr wWNJag UNWREU | TededUall WIN[AQ UNWEU | UBTYUI UeSUap Tensas | ULTYU)II ULSUIP Tensas | UedUap Tensas Wnurum e[S U
ueeloaSuad eAedn | ueejoladuad ededn | wnwmumu uejeredsiod | wnuwiunu uejereidsiod | uejereisiad redeouowt eIeYIowoll
TENTLTETIP Yela) Neje MTeq | Uesne(Ilp [e[al nejk req | TedeOoUaW WNJaq ep yTeq | TedeoUatl wWNaq Uep MTeq | Jo{Ipas Sutred uep | yNUN  Yyeqeseu
stepn dnpiy ueSunySu] | Suears] dnpiy ueSunyduy | Sueiny dnpry ueSursiduy | Sueiny dnpry uesurs{suy] | Mreq dnpry ueSuny3ul] uesnyep
ueeoaSuad eled | ueejoraduad eledn | ueejoraSuad eAedn | ueejojaSuad ededn | ueejojaduad eledn | Suek eledn
“uenlire[asiag eIesas qeqeseu ‘Teqeseu
yeqeseu  UeMNJelaquUoll | UENIelaq ot Sued | uexjeIoqUOW Juek
‘Jeqeseu | Suek sredurep | sjedwrep uesIaquiaw | edurep INIIULW  XBPN)} "B EST SUTLNPUIL ISEIje nejye
uesISnIow jesues ISeNJe | UeNLIaquaul ISETJE | Tenuu ISEllJe | Uep [Iqels ISelJe neje | uep [Iqels ISEJe neje | eyesn soduwofoy

neje eyesn sodworoy

neye eyesn odwo[oy

neye eygesn odwooy]

eesn yodwoyay ISIPUOY

eyesn 3odwolas 1SIpuUoy]

wep  uesuning

1908

ueNIeri(]

Jeoue  Juelnyy

snsNUY ueneyiod uered

Jeoue

ueBARIqUI] SBIENI]

usuodioy]

VHVYS AddSCdad




-68-

2022, No.37

Yepual yegeseu
B[RS JT)SUa eIy
ueduop Iensas [epowt
depeyro) 3uein oIsel a

neje /uep uesniradp YJepual
eqede uBRqUIE) jesues Jeqeseu
Tepow UB1Ia¢ I BlESn NSt Erey]
‘138un jedues Yeqeseu 183un yeqeseu 183un dnyno yeqgeseu | ynjun uendurewas| uefuop Tensas Jepow
eyesn sIsu eIy | eyRsSn s eIey | eyesn sl eIes] reAunduatu depeyra) Suen oIsel W
ueSuap Tensas [epow | weSulop Tensas [epow | ueSulap Tensas  [epowt | NIrwad uep  yeny neje/uep ueTepowiad
depeyia) Suen oisey | depeyssy Suejn  oisey | depeydal  Suein  orsey | dnyno UBBPOLULIZd = | JEeny| UBRRPOWIdd = ISIpUoy ¢
"3ase uerenfuad
ue3uap TRARI]IP
‘ynuadip yedep xepn Teuolserado  UBISIILY UTINUSW ‘Tiqels
ueqifemoasy Yringas = neje/uep 1su9jod DYWL UNWEU | Uep eqge] }o8rel uesuap
neje/uep {Jesaq suek JueSou nejye  Yepual eqe] jo31e) ueduop | uesdurpueqlp 185U Yiqaj
uelSniay  TWeTeSUIN = | JeSuUes ege] UEYoIdd = JepUAI BJe] UBD[0I3d | BUTBS BQE] UEBYI[0Idd | NEJe BUIeS BR] URYI[0IdJ seIgeIyold U1
100BI ueyNIeII] TeoUET SURIN] snsNUY Ueleylad werec JeOURT
uouodixoy]

ueeABIQUII SE)IENY]

HVAVSVN VIIHNIM




2022, No.37

-69-

‘Burse vinrea ey

-Surse Binyea reyn)

‘Sutse BInyeA ey Tefu

EepuarIa]
yisew 1deja) Suise eynea
Ie3n)  Teu  ueyeqruad

“S[Teq BIeoas re[tu Sunpur
UBINIENP e} neye
1]IPas JIe[ax Sulse enea
Texn) Tequ  uweyeqgniad

Tesed

TR[IU  ISenPn]j BUaIEY | el ueyeqnied euodrey | ueyeqruad yrueduadioy | depeyial Jmsuas | depeyia) Jnisuas ox1su depeyia
weoueId) BYBSN UeJRISa)] | WEJdUEBID) BYBST UR)RIS0)] | BYESN uejerday | orjojoyiod ederoqog | Sued onojoprod yejwnp SBIIAIIISURS {
rodway yryel ‘uejepuawt
Suel  weqilemax esewr 1p ueredlequad
gqnuatat ynxeduawau uese
Anjun ueseuNsIp IseleIp  Mepn  eriqede
nreq ueelelquad o Sued NjuslId] Yelesew
neje/uep 11sey TiIsey ISBIIpUl Jedepial ‘uByequue)
‘Teuotserado 1Beq T1siod uep 18eq 1s10d UBUILQUAIWI unuweu [1sey 18eq 1siod BuBp JaquIns
Ue1sIay dnjnuat sjosjod  ueins3ue neje/uep s10310d uep 3oyod ueinssSue ueSursinp edue) Jisey
Amun uexeunsp ueredequad ueInssue uereAequuad uereAequiad ueqifemos] 13eq 1si0d uep osod
nreq ueefeIquIad ueqilemasy ueideqas TYN UL TYNuatuaw ndwew uemsdue uerefequiad
neje /uep T1synpoid TNUaWa ndwrew eAuey] Yeqeseu yeqeseu undrsau ueqifemas] nuaIaI
eieIq dninuow uenduwrewseproay emyeq uepniunuow emyeq ueyniunuow nduwrew Jeqeseu
ndwew xepn yeqeseu ueynfunuaw ey sTue sIsIfeu? » | SBY snre sisifeuR a | emyeq uepnlfunua
emyeq uespnfunuosw Sey Srue sis[[eue 'q neye /uep neje fuep sey sTnue SISI[BUE »
sey snie SISI[RUE » ‘yepual ‘sejeqio) elxoy [epow Sreq eAuwnuwn  elroy neje/uep yeny elioy
{SePINI] UBNNS3Y » | JESURS SBIPILI] "B uep SueIny SBJIPIR{I] » | [BPOW  Uep SepsI] = | PO Uep SBJIPMI] = sey snry ¢
120 uesnIes] Jeoue SuBIny snsnyy ueljeylod wered Jeoue]
uouodixoy]

ueeABIQUII SE)IENY]

HVAVSVN VIIHNIM




-70-

2022, No.37

‘ISBINWNY I3
uereAequad
apouad (wreua) 9
1rep qiqa] nysyem exsuel
WeEep Hdd %0s > HdY =
nele {(IseNunyeial
uerefequoad aporxad
(mepquiss) ¢ mep YIga]
nsem  exsuel weep
%08 > Hdd/He > %05 =
neje /uep
‘fodwa ynyel yerajos
ey (ynmnd uenguos)
06 medwelow oxod
ueseunjaod uexeSEun)
neje {ey (ynnd
uedelop snje1os)
081 medweow oxod
ueinssue uereAequiod
uese33uny =

“ISBINWN[eI3]
uereAequuad aporrad
(ureua} 9 ueduap
redwres apotiad (31} ¢
ep yiga] npjem exsuel
werep Hdd %0S > Had =
neje {Jsernunyeia)
ueredequad
opouad (uenquas) 6
ue3uop reduwes apouiad
(weus} 9 wep Yga]
npem  exsuel  werep
%08 > Hdd/HgH > %05 =
neje/uep
‘odway ynyel yerojos
ey (ynmnd uequos)
06 uelduop redwes
ey (ynmd  ureua)
09 medwepw oxod
ueseuniad uesessun)
neje ey (ynmnd
uedelop snjeras} Q8]
ueduop 1edwes 1Iey
(ynnd  enp snjeias)
0z1 meduweowr oxod
ueInssue ueredequuod
uesed3uny, =

ISeNWINSexa]
uerefequad aporrad
(e8n) ¢ ueSuop redwres
Hdd %0S > HAH =
neye {(Isenuwnsesal

ueredequad
apouad (wreua) 9
ueduap redwes apouad
(nyes} 1 wHep Y|

npem  exsuel  werep
%08 > Hdd/Had > %05 =

neje/uep
‘odway ynyel yerojos
ey  (ynmd  weus}
09 ueluop TeRdwes

wey  (ynnd - e3u)
og medweppowr ood
ueseunjad ueNeSSUN] .
neje 1rey
(ynind enp smyeios}
o¢1 ueduop redwes
ey (ynnd uequuoas)
06 meduwepowr >oxod
ueInssue uerediequiad
uese3duny, =

%08 > Hdd/Hgd > %05 =
neje/uep
‘odwoy ynyel yerolos
wey (ynnd ©3n) og
ueduep Tedwes oxod
ueseunjad uexessun)
neje 11ey
([qnnd  wenquiss} o
ueduap Tedwes oxod
ueInssue ueredfequod
uexe33uny =

‘Hdd %08 < HaY =
uep

‘odwoy ynyel

wnjaq ueeABIqUID] =
neje
npem  jedo)  dosjod

ueInssue UeBIBABRQUI] =

stostod

ueinssue

uerelequad
jedepia], e

Tisey 15eq 1siod uep xoxod ueinssue uele

Aequiad ueyredaloy]

T

1908

ues[nsesi]

Jeoue] uelny|

SNSNIY Ueneyiad wered

Jeoue

ueeABIQUII SE)IENY]

uouodixoy]

AVAVAIWHIIN NVNdNVINHM




2022, No.37

-71-

TSeTNuN e 12]
ueredlequad

opouad (wreua) 9
1Iep qiqa] nysfem exsuel
werep Hdd %0S > Hdd
neje senunyesa)
uerefequad aporxad
(mepquuas) ¢ mep YIgat
nisfem  esduel  werep

%08 > HAdd/HgH > %05 =

ISeTNUNSEXd]
uereAequuad aporrad
(ureua} 9 ueduap

redures apotiad (31} ¢
ep yiga] npjem exsuel
werep Hdd %0S > Had =
neje {Jsernunyeia)
ueredequad
apouad  (uerquias) 6
ueduap redures aportad
(weus} 9 wep Yga]
npem  exsuel  werep
%08 > Hdd/HgH > %05 =
neje/uep

‘odway ynyel yerojos

ISENUIN[e19]
uerefequad aporrad
(e8n) ¢ ueSuop redwres
Had %0Ss 5 HOA =
neje Iseunyera)
ueredequad
apotrad (wreua) 9
uegduap Teduwres aporrad
(nyes} 1 wHep Y|
nem  exduel  werep
%08 > HAdd/HAY > %05 =
neje/uep

‘odway ynyel yerojos

%08 > HAd/HId > %05 =

neje/uep | ey (ynmd wenquuas) ey (ynmd  weus} neje/uep sosjod
‘fodway ynyel yerajos 06 uelduop redwes 09 ueduop TeRdwes ‘odway ynyel yerozas 'Hdd %08 = HAd = ueinssue
ey (ynmd uenquas) ey  (ynnd  weus) ey (ynmd esn) ¢ ey (ynmnd esn) ¢ uep | uerefequad
06 medweow 3oxod 09 medwepw oxod medwepw yea) oxod ueduep Tedwes oxod ‘odway ynyel jedepio)
ueseunad uesessun], « | weseunjad uesessSun], » | ueseunjad uesyeSsUN] « | UBseUnad UeYE3SUN], « | WNJ3Q ueeARIqUID = Sepil, ‘g
100BI ueyNIeII] TeoUET SURIN] snsnyUy ueleyiad werec JeOURT
uouodixoy]

ueeABIQUII SE)IENY]

AVAVAIWHIIN NVNdNVINHM




-792-

2022, No.37

ueeABIQUIIJ

‘ueelelquad uelluelrod ‘ueedelquad uerluelrod ‘ueelelquad uetluelrod ‘ueeleiqua uelluelrod ‘ueeielquod uetlueliad
werep Iesepuow | weep Iesepuauw | weep Jesepuall | Werep Jesepuow | uetflueliod uereS8uead depeyi
jedues Sued uereddueng | Sued ueredduelad | drnxno Sued ueiredduelod | Mepn uereddueled | yedepia) seplL ueynyeday]

‘TSElIUoNp
nad Suek ey
‘ueele1quiod -dexi3uoy ‘dex3ua] | yedepta) yisew uUnweu Jeuaq ueeABIQUIdJ
ISBJUQWINMNOP | epn) ueeARIqUAd | SueIny ueeheiquad | dex3uol ueeleiquod | uep dexSua] ueederquiag uawnIop
Jedepiay S[epLL ISBIUaUNY 0] ISBJUINY 0] 1SBJUSWIN 0] ISBIUaWIN 0] uedeyduay
Jeqeseu ‘Jegeseu
Jeqeseu uesTredwresip Suedk uesredwesip Suedk
uesTeduresip Sued uBsUeNal ISBULIOJUL uesuBnNa ISBeUI0JUl
ue3uBnay ISBLLIOJUT neje wesuenay ueiode| neje uesuenoy uelode]
neje uesuenay uelode| seje yueq sISI[eUR [ISel] seje yueq sISI[eUR [ISEl]
“eAeotadip jedep “gAeoradip yedep sele  jueqg  sIis|BUR uep TUII9) uesSuenay uep TUNI) uBSUBNAY
3Epl) UNWEBU eBIPIsia] epn Unweu eipasia) nsey  Jedepis) epn a | uexode] jedepial a | ueicde] Jedepia)
uesuenay lsetiroyut uesuenay Isewrour neje ‘eAeoxadip jedep neje/uep Jeinye uep nejye/uep
neje  BIpasia)  NEPN neje  BIpasial  Eeph Nepn  elpasia)  Sued INJeIa) BIBOIS BIPISIA) Jeinsie  uep  Jnjeis) Jeqeseu
UreSuenas ISBULIOJUT » | UeSUenay ISEWIOIUT » | ueduenas] ISBULIOJUT nreas ueZueNay BIBDOQS BIPISIA) N[B[2S ueduenoy
neye/uep HSMang neje/uep yninguaw uep Ingua Iseuwiojul - uep  yreq ueZuenay] IseLIoul ISBLIONUT
jedues Nueqg ueSuop upfewas Mueyg ueduap sfuegq ueduap drojno sueg ueSuop uep 3req sueqg uesuap UBBINNBa3]
yegeseu uesungny « | yegeseu ueSungny = | yeqeseu ueSungny = | yeqeseu uesSungny « | Yyegeseu ueSungny « | Uep UBRIPISIaIIY
120 ueynIeli(] Jeoue] SuBiny snsNU3 ueneylad wered Jeoue]

ueeABIQUII SE)IENY]

uouodixoy]

AVAVAIWHIIN NVNdNVINHM




2022, No.37

_73-

‘Jeqeseu
ey ryng ay sIsITeue
edue) ueeierquad

ueSueluediad «
neje/uep JelLIeWw
jegues Bued epuunl
ueynjngay
uep 18594 yiqsg

ueduap

Telrajew dnsno Sueid
ueduedwiduad ueduap

‘ueguenay  UBNSIY
UESNTAUNGUATI
s[njun

ueNnye[P UeBARIQUID]
uedueluediad

urte| eIeUR

‘Yeqeseu  UBYNINGI

sIsTTeUR UeSuap Tensos

sTepn ueelerquIad
uedueluediod «

neje/uep
reuajewr Suekd yepunl
ueduap ‘ueynIngas

ep  Jesaq  YIqaf

“UESUBNAN UBINS33]

ueNIAUNg WaAUI W
Fnjun

UeNNI B[P UeeARIqUIad
uesueluedrad

ure| eIRIUR

‘Teqeseu  UeNINGII]
sisfeue ueSuop Tensas
epn ueelerquiad
uegueluediad

neje /uep [eLejel
drsmno Sued  gemunl
ueduap ‘ueyningasy
Hep e84 U991
uesIaqIp SueA SeIse)

‘eqeseu Ueyrningasy
sisiTeue ueSuap Tensds
Sureins ueeARIqUIA]

ueduefuediad «
neje /uep Terojewn
sepny Sued  yerwnl
ueSuap “‘aeyningas
Hep 1es9q Hig91
ues[aqIp Suek seyse)

egeSEU UeNINngas
sISIRUR ueSuap
TENS9S uweelerquiad

uedueluediad «

neye /uep UeYNINgas

uexIagIp Suek sejjisey ueNIaqIp Suek se)IIse swal  uep yerwnl stual  uep yerwnl « | ueduap 1ensas
sTuaf uep el « | stuaf uep yerwmnf {Terajew ‘Terrojew uexIIaqIp Sued sejse)

‘ueederquad ‘Terrayew 3uek yepunl drsno Sued  gerwnl Nepny  Sued  yerwunl squal  uep yerunl

uenleSuad ueduap  ‘ueeABIqUIA ueduap  ‘ueederquad ueduap  ‘ueedelquiad ‘ueedelquag

uenln} wesduap Tensas uenlesuad uenli uenfesuad uenlig uenlesduad uenlm uenleSuad selse]
sepn euep ueeunssuad ue3UIp TeNSas SueIny ueduep rensos Jueiny ueduep Tensas 3Jueiny uenln) ueSuap rensas ueeunssuad
Iesaq uelseqog = | BURP uUeeuNssudd = | BUED ueeunssuad BuRp ueeun3suad = | BURD UEBUNSSUI = UBTENSISIY G

190BI ueNnIesq JeoueT SueIny snsnuy ueneyiod werec Jeoue]

ueeABIQUII SE)IENY]

uouodixoy]

AVAVAIWHIIN NVNdNVINHM




~74-

2022, No.37

‘ueeARI( U]

‘Tenayeun
BIBIIS ueeARIqUIad
sal  neye Inpnas
ueduop Tensas Juedny|
ueredequad  JoquIns

‘Terrarewr drojno
BIBOIS ueeARIqUIag

‘ueeAelquad
stual  neje IS

‘ueeferquiad stual neje
INJsnIls ueduap rensas

stual  neye anmpnas neye /uep stual  neje  npnns ueduap Tensas Jueary] ueredequad  1QUNS =
uesuap Tensas  Mepn ‘e uBSuUNWaw ue3UIP TENsas JueIny uerelequiad J2qUWINS = neje/uep
uerefequiod  I2QUINS w | yepn epns 1yesedasp ueredequod  Joquns neye /uep areqeseu uep
neje/uep Suek ueredequod neje/uep (yexedosip Yyeqeseu uep sjueg  yajo nesfedasip ueqilemoay]
‘UesunSunwaw Jaquns BIBJUIWIS Sued ure] uereAequuad Nueq 1210 Nexedasp uep seral wesuap uereAequuad
Suek uerefequad “mielasIp Sepn Joquins ep uep 1sesyruapnp jedep ISES[JIIUapIIp jedep Ipquins
Ipquns jedepiod) sfepll » | Ueledequod  IoQUING « | [eseIaq uereAequiadg uereAequiad  JaquWng . | UeleAequiaod  I2qUING uerelemas]
190BI ueNnIesq JeoueT SueIny snsnuy ueneyiod werec Jeoue]
uouodixoy]

ueeABIQUII SE)IENY]

AVAVAIWHIIN NVNdNVINHM




2022, No.37

-75-

‘Teuolsesado
Sursnpuow
jedep Jued 12491
eped >epr) seusedes] s

neje /uep (snuos

‘wnwndo sejrsedes
eped 1seiodoraq Sepy =
neje/uep

‘nieq  Suedk
1801B1)S UBNBUBSB[A

STUSIq

‘wnwindo
nduwrey suei sejsedes
eped 1seradoraq

‘wnwndo
SueA sejsedes]
eped 18e12doiaq =

Suek ueyeesewsad el equoy neje fuep Suresad neje/uep ‘resed
Tweesuaw [euorseiado ymd  jedep  unweu ueguap Surpueqos werep yeny suei 1stsod
‘ueinluerasiiag uep 1e193] jeSues ‘Suresad sfeAueq resed esSued . | yNseLI) ‘seyeqia)
epn Teuolserado BYBSN uvesuresiad « | 1de39]  Ireq drnsmo ‘ueTtuouosarad SueA uedutesiad =
neje/uep {uninuaw ‘uerwouosaxad resed 1p yegeseu 1s1sod « | sipuoy ueyeqriad ‘uetwouosjatad uesuresiad
Suek uerouosaiad ISTPUO3] ueyeqniad ‘uetwouosjated yalo yruesuadip ISTPUO3] ueyeqniad weep yeqeseu
1sTpuUoy ueduap uerelos 1ja10 ynresuadp ISTPUOY weteqiniad JNeAueq epn  ‘Nreq goro TynIesuadip epn 181s0d uep
Jesed uedue[Iyay] jedues Iesed = | Yoo ynieduadip jesed = | Jesed Ip yeqeseu 1sisod « | UBp Jige)s Suek resed = | Jesed ISIpUOy '
‘TJUIYI2) UBNE Jedeseu
BUESN ueyeIsay]
Iesaq UBUD]SUNLUSY
neje/uep {equia ‘ueynquinjiad
ynnd Injun nns nweredusw  yepn  neje
uep ueMndelp jesues sejeqia)] jeSues Suek ‘se)eqia) >req Suek
Sued eyesn ISIPUOY urnumnuaw uek | eyesn meynqumiad | eyesn ueynqumiad | eyesn weyngunyad vl EsS
DI TIatw yeqeseu BYESN ISIPUOS DWW | 1suajod uexsinfunuaw | 1suajod DiIuow | 1suajod DA ueynquniiod
elesn uejersay| yeqeseu eUeSn UBIRISIY | Yegeseu eleSN URJelsdy] | Jegeseu BUBSN URIeISa) | edqeseu elesn Ue)ersay] sua10d 1
120N uenIerJ Jeoue] Sueinyy snsNY uenpeyiad wered Jeoue]
usuodwoy]

ueBARIqUIA] SBIENI]

VHVSN 2HdSCdad

IWVENIWAW WVENId NVA I'Td9 TV AVAIV NVIRIVSVAddd NVVAVIHNH SYLITVNN NVdVLANAd

q uerdeyg




-76-

2022, No.37

et uep ‘ueduepun | ueduop ‘ueSuepun ‘Teraayewn drsno DITTUaw Suek
-Suepuruad weinjerad | -Suepuniad uernjerad | Suehd medueduwrAuad Iesaq  eressiaq
uenjuojay ueduop Tensas | Uenjualay ueduop rensas | ueduop ‘aeSuepun ‘ueduepun ‘ueduepun-Suepuniad yegeseu
WNTUIL weyereAsrad | wnaruu uejereissiad | -Suepuniad uernjerad | -Suepuruad ueinyerad | veinjeiad uBTY U | 18eq) dnpyg
Tedeouswr wnaq unuwed | TedeoUdl WIN[AQ UNWEU | UeT)U2)a3] weSuap Tensas | UBN)U2)as UeSUIp Tensas | UeSUap TeNsas WNWIUTI ueSuns[sur
ueeoasuad eAedn | ueejorasuad ededn | wnwmmu uejeredsiod | wnuwiunu uejereisiad | uereredsiad redeouawu BIeYIotuatl
TesISTETIP Ye[2) Neje STeq | Uesns[e(Ip [e[a] neje yeq | Tedeouswl winfaq wep 3Teq | Tedeouawu wnjaq Uep Teq | J{Ipas Sutred uep | Njun  Yyeqeseu
sepnn dnpiy uedurnydur] | Suearns] dnpiy veSunyduy | Sueiny dnpry vedurZuy | Sueiny dnpry uedursiduy | req dnpry  uedun3url uesnenp
ueeoosuad eledn) | ueejoroduad efedn | ueejoro8uad eAedp) | ueejoje8uad eAedn | ueejojeduad eledn | Suek eledry
‘uenlire[asrag eIE09S ‘qeqeseu ‘Jeqeseu
Jegqeseu  UejeI2qULW | Ueielaq ot Sued | uexjeraqua Jued
‘qeqeseu | Suek stedwep | sjedwep ueNuoquow | yedwep DIULAW  epn) “eyesn Sunsnpuowt ISBI[lJE NEjR
uesISnIow jesues ISeNJe | UeNLIaquaul ISETJe | Tenua ISEllJe | Uep [Igels ISelJe neje | Uep JIqels ISEIJe neje | eyesn oduwofay

neje eyesn sodwolay]

neje eyesn odwoay]

neje eyesn Modwolay

eyesn 3odwoas| 1STpuoy]

eyesn soduwofay ISIpuoy]

uep uesunyng

2req
ueduap  UBNIesaasia)l
‘eqeseu ‘Tequias Suenia) era) unureu
eyBsSn uejersay ‘Jeqeseu INjun  UBRUR{SUN uesuLI uesjosowad
depeyio TeLayeln BESN uByeISas] qeqeseu BpR ISBW UNUeU Jreq nejye uetIsTasiad
sredwepiog Sued elroy depeyao) Teriayewt eyesn uejersoy ueduop UeNIesoasip Twreresduat
edeua] uesodowad drsno Nedwrepaaq depeyray Teliayet uers3 Suei elxas yeusad neje  elioy
neje uelisijasiad Sued uesodowad neje dnsmo sredwrepiaq edeua) uesodowad edeud uexjodotad
yedepial uep JeSaq uelIsfestad  yedepiay Suelk uesodowad nejye uetIsTestad neye wetIsasiad
Sued yerwnl werep uep Ies2q dreno neje uey1siasiad nwereSuaw Yyeuiad uep Twereguaw 1B)BOX]
ueylqafiaq elxoy edeus) « | Sued  yerwnl werep Jedepia) uep Tepeuaw eAUWN LN geurad wnpRq  uep el107 ©Seun
neye fuep uelylgaliaq el1os] eSeua) « | ueylgapaq el1ox 8Seud) « | Bped el  BSeud) W | TepeRWoOwW el10¥ EBSeuod) uetrereseuad
Srung jedues neje/uep Sniang neje/uep Sreq drsno neje/uep Sreq neje/uep 3eq jeSues uep uswaleuew
uswaleuewr  sejyeny « | Uowdleuewr  sejqeny . | Udwoleuewl  seN[eny | Uowd(euewr  seyeny . | uswoaleuewr  sejeny . senreny
100BI ueNIeII] Teoue] SuBIny SNSNY3 UBTIBIad wWee(] TeoueT
usuodioy]

ueBARIqUI] SBIENI]

VHVYS AddSCdad




2022, No.37

=77 -

"(dnprg

uedurnSur]

‘uenpesuad 1p JnyumIp ‘TelIaye depeyia

snjun ueuRSunway | Suek ueduedwiduad Sunyuad  sredwep
100BI ueNIeII] Teoue] SuBIny SNSNY3 UBTIBIad wWee(] TeoueT

ueBARIqUI] SBIENI]

usuodioy]

VHVYS AddSCdad




-78-

2022, No.37

Yepual yegeseu
B[RS JT)SUa eIy
ueduop Iensas [epowt
depeyro) 3uein oIsel a

neje /uep uesniradp YJepual
eqede uBRqUIE) jesues Jeqeseu
Tepow UB1Ia¢ I BlESn NSt Erey]
‘138un jedues Yeqeseu 183un yeqeseu 183un dnyno yeqgeseu | ynjun uendurewas| uefuop Tensas Jepow
eyesn sIsu eIy | eyRsSn s eIey | eyesn sl eIes] reAunduatu depeyra) Suen oIsel W
ueSuap Tensas [epow | weSulop Tensas [epow | ueSulap Tensas  [epowt | NIrwad uep  yeny neje/uep ueTepowiad
depeyia) Suen oisey | depeyssy Suejn  oisey | depeydal  Suein  orsey | dnyno UBBPOLULIZd = | JEeny| UBRRPOWIdd = ISIpUoy ¢
"3ase uerenfuad
ue3uap TRARI]IP
‘ynuadip yedep xepn Teuolserado  UBISIILY UTINUSW ‘Tiqels
ueqifemoasy Yringas = neje/uep 1su9jod DYWL UNWEU | Uep eqge] }o8rel uesuap
neje/uep {resaq suek JueSou nejye  Yepual eqe] jo31e) ueduop | uesdurpueqlp 185U Yiqaj
uelSniay  TWeTeSUIN = | JeSuUes ege] UEYoIdd = JepUAI BJe] UBD[0I3d | BUTBS BQE] UEBYI[0Idd | NEJe BUIeS BR] URYI[0IdJ seIgeIyold U1
100BI ueyNIeII] TeoUET SURIN] snsnyUy ueleyiad werec JeOURT
uouodixoy]

ueeABIQUII SE)IENY]

HVAVSVN VIIHNIM




2022, No.37

-79-

‘Bulse BjneA Iexn

‘3uise einfeA JBMN)

‘Suise Bin|BA XBNN] Te[u

EPUIIN
yisew 1de}a} SUIse BN A
Ie3n)  Tequ  ueyeqraad

MTeq BIe22S Te[lu Sunpuly
UeNIENP ye[an neje
JISIPas JIye121 UIse vlnjea
Jesny Tefru  ueyeqniad

Tesed

Te[tu Isenyn)j euarey | Tequ ueyeqniad euarey | ueyeqruad yrueSuadiol | depeytan misuas | depeyis misuas ox1st1 depeyia
weoueId) BYBSN URJRIS2)] | WEOURID) BYBST UBJRISOY | BYESN uejerday | orjojoyiod edeioqog | Sued o1ojoprod yerwnp SBIAI)ISUSS “§
‘Sueyepuown
esew 1p ueredequad
Tynresuawau
uexe Isejelp  ¥epn
‘odua) ynyel Sued erqede Sued njuojIa)
ueqifemas]  TNUIAW yereseiu ISBIPUl
Teuotserado njun ueseunsIp Jedeprol unweu ‘uelequie) euep
Uer3nIay dnynuaw nreq ueeferquiad ‘udrew uidrewn  uep  oxod Iaquins uedunsnp
Amun uexeunsp neje/uep {uigrew uep sosjod ueredlequad uereAequiad ueqifemos] edue) ulsrew
nireq ueeieIqUWad » | uep yoyod uerelequad uelseqos TYN UL TYNuatuaw nduwew uep yoxod uerefequiad
neje /uep T1synpoid weqifemas] TINUITUALU ndwrew eAuey] Yeqeseu yeqeseu undrsau ueqifemas] nuaIaI
eieIq dninuow uenduweu{epljay emyeq uepniunuow emyeq ueyniunuow nduwrew Jeqeseu
nduwrewr epn Yeqeseu wespiniumua B sTure SISTIeUe » | SBY sTLTR sisTeuR . | emyeq weynlunuaw
emyeq uespinfunuam ses snuae SIST[EUE » neye /uep neje fuep B snue SISI[EUE »
Sex sTe SIST[EUE » ‘yepualx ‘sejeqio) elxoy [epow Sreq eAuwnuwn  elroy neje /uep Jeny| elioy
{8R)IPINYI] UBNNSAY » | JeSues SeNPINSTT » | URP SURINY SE)IPIYT] » | [EPOW UBRP SEBIPNYI] » | [EPOW UBP SBIPIIT » sey snIry ‘¢
190BI ueNnIesq JeoueT SueIny snsnuy ueneyiod werec Jeoue]
uouodixoy]

ueeABIQUII SE)IENY]

HVAVSVN VIIHNIM




-80-

2022, No.37

TSEULIFUONIP

nad Suek ey
‘ueele1quiod ‘dex3ua] ‘dex3ua] | yedepta) yisew uUnweu Jeuaq ueeABIQUIdJ
ISBJUQWINNOP | Jepn) ueeARIqUAd | SueIny ueeheiquad | dex3uol ueeleiquod | uep dexSua] ueedeiquiag uawnIop
yedepian STepiL, ISEJUUN O] ISBIUWIN 0] ISBIUWN O] ISBJUN O] uedexduapy ¢
‘Teqeseu ‘Teqeseu ‘Teqeseu
uesredwesip Suek uexTredwesip Suek ueredwesip Suek
uB3Uena ISBULIOJUT uBIUeN A ISeuLIoJul ueSuenasy ISBULIOJUT

“eAeoiodip yedep
3epI] UNWEU BIPISII)
ueguenasy TSRULIOJUT
neje  BIPaIsIa)  Iepn
ueduena 1SBWIOJUT »

neje /uep SNang
jedues Nueqg ueSuop
Jeqeseu uesSungny =

“eAeo1adip yedep

Jepn Unuweu eIpasia)

Tesuena ISBULIOFUT

neye  BIPISId]  Jepn

meIuena ISBLWLIOJUT
neje/uep InguLaur
upewas Jueyg UeBSUap

Jeqeseu ueSungny =

neje ueduenas] ueiode]
sele  sueqg
sey  jedepia)  sepn .

sisljeue

neje/uep
‘eAeoxadip Jedep
yepry  eipasio)  Sued
ueduena ISBULIOJUT
uep ITINQUIauI
sfuegq ueduap
yegeseu ueSungny =

neje ueSuenas] uerode|
se)e yued sIS[[eUR ISy
uep TUINI®) UeSUBNa
uexode] jedepia)
neje /uep Jemse uep
INJeId) BIBIAS BIPISII)
nreras ueSuenas
IsBWIOUl  UBP  NTeq
drojno sueg ueSuop
yegeseu uesSungng =

neje uesuenay] uexode]
seje yueq sIS[[eUR [Ise]
uep TUDI9) UBSUBNIN
uetode] Jedepia)
neje/uep
geinse  uep INjeIN
BIBOAS BIPISIA NJEBIIS
ueguenasy TSBULIOJUT
uep 3req ueqg ueSuap

yegeseu weSungni] =

qeqeseu
ueduenoy
TSBULIOJUT
e eInNeas

Uep ULRIpaIsIagey 'z

ey (ynmnd
ynfny snyer enp} oL

ey (ynmnd yniny
syel enp} Qg ueduap
reduwres 1rey] (ynmd
uedelep smye1os) Q81

‘Hey
(ynmnd uedejap snjeras}
081 ueduap
ey (ynmd uerquias)

redures

ey (ynnd weriquias)

medwepw  yepEl Sued | edwrefowr  yera  Sued | gg medwepw yea Suek | g medwepw  wnsq ursrew

urdrewr neye/uep qoxod ulsrew neje /uep 3yoxod | uISIew neje/uep odod | uBIewW nele/uep osod ‘Uesesaun) epe wep sjosod

ueinsdue  ueieAequad | ueinsSue  ueieAequwad | ueinsSue  ueredequoad | ueinsSue  ueiedAequod | Xepn uep nsem jedoy ueredequod

ueessun) jedepia] | wexessun yedepra], | uesesSsun) jedepia], | uesfeS3un) Jjedepia] | ueinssue uelelequuod ueedalay I
190BI ueNnIesq JeoueT SueIny snsnuy ueneyiod werec Jeoue]

ueeABIQUII SE)IENY]

uouodixoy]

AVAVAIWHIIN NVNdNVINHM




2022, No.37

-81-

‘Jeqeseu
ey ryngay sISITeUR
edue) ueeherquod

ueSueluediad «
neje /uep Jeueyew
jedues Jued yepunl
ueguap TBYNINGI
HuEp 18894 ELEE!

Temajewr dinsno SueA
uesuedwiiuad uesuap

‘ueSuenay  UBNSIN
uelAungwaiua
Imnjum

wesNIe[Ip UeeARIquUUad
uedueluediad

ure| BIRJUR

Yeqgeseu  UBYNINGIN
sisTeue ueSuap Tensas
sTepn ueeARIqUIa]
ueduefuediad «

neje/uep
renojewr Sued yejunl
uesuap “aeynyngas
Hep 18894 Y991

“UeSUenol Uensas

UENIAUTN] WA
snjun

ueyNye[p UeRARICLUII]
uvedueluediad

urer erejue

‘Yeqeseu  ueyNINgas
sIs|eUR UBSUSP TeNnsas
s[epn ueeABIqUIa]
uesueluediad «

neje/uep {JeLjew
dnsino Sued  yemunl
‘ureyningay
Hep tesaq g1
uesIaqIp Suei sejIse)

ueduap

Ye(ESBU UBYNINJIY
SISI[eUR UBSUSP Tensas
Sueins ueeARIqQUIJ

ueSueluediad
neje/uep Jerojewt
Jepny  Sued  yerwnl
‘ueyninga
Hep 1esaq Yigal
uexaqIp Suek sejse)

ueduap

Jeqeseu ueyningasy

sISTeUR ueSuap

TeNnsIs uvelerquag
uedueluediod «

neje/uep {ueynIngay

uesIaqIp SueA seIsef ueLIaqIp SueA se)IIsef stual uep qerwnl « | stual uep yerwnl « | uesuap rensas
stuaf  wep  yepwnl W | sl wep  yepunf « ‘Tel1oyeLU ‘erraretn | UBNURqIp Sue sejrisey
‘fueederquiag ‘retxayewr Suek el dnsno  Sued yerwnl siepny Sued  yerwnl smwal - wep yeruml
uenleSuad uenlng uesuap  ‘ueARIqUIA uesuap  ‘ueedeiquad uesuap ‘aeBARIqUad ‘ueeierquag
ueduap Iensas Nepln uenleduad uenfig uenfeduad uenfng uenfesSuad wenlm uenfleduad Se)Ise)
sejse]  ueeundduod ueduop Tensas Juedny| ueduap rensos Jueiny| ueduap Tensas Jueary] uenln) weduop rensas ueeund3uad
J1esaq uerseqog « | SEJIISE] UeeuNnS3Uad a | SBIISB] UeBUNS3U3d « | SBJI[ISB] UueBUNSSUS] W | SBJ(ISE] UeBUNSSUSd UBTBNSISIY
ueeABIQUIIJ
‘ueeAeiquad uelluelrad ‘ueeAelquiag werluelrad ‘ueeAeiquiag uetluelrad ‘ueeieiquiad uelluelzad ‘ueeARIq g uellirelzad
werep Iesepuow | Weep IesSepuaw | weep Jesepuawl | Werep sesepuow | uetfluelzod uereSSuelad depeyin
jesues sued ueresduedd | Sueh ueledsuelad | dnno Sued ueiessuelod | Mepn ueledsuelad | yedepia sepll ueynyeday
190BI ueNnIesq JeoueT SueIny snsnuy ueneyiod werec Jeoue]
uouodixoy]

ueeABIQUII SE)IENY]

AVAVAIWHIIN NVNdNVINHM




-82-

2022, No.37

‘ueeARI( U]

‘Tenayeun
BIBIIS ueeARIqUIad
sal  neye Inpnas
ueduop Tensas Juedny|
ueredequad  JoquIns

‘Terrarewr drojno
BIBOIS ueeARIqUIag

‘ueeAelquad
stual  neje IS

‘ueeferquiad stual neje
INJsnIls ueduap rensas

stual  neye anmpnas neye /uep stual  neje  npnns ueduap Tensas Jueary] ueredequad  1QUNS =
uesuap Tensas  Mepn ‘e uBSuUNWaw UBIUIP TBNSIS JSUeIns| uerelequiad J2qUWINS = neje/uep
uerefequiod  I2QUINS w | yepn epns 1yesedasp ueredequod  Joquns neye /uep areqeseu uep
neje/uep Suek ueredequod neje/uep {yexedosip Yyeqeseu uep sjueg  yajo nesfedasip ueqilemoay]
‘UesunSunwaw Jaquns BIBJUIWIS Sued ure] uereAequuad Nueq 1210 Nexedasp uep seral wesuap uereAequuad
Suek uerefequad “mielasIp Sepn Joquins ep uep 1sesyruapnp jedep ISES[JIIUapIIp jedep Ipquins
Ipquns jedepiod) sfepll » | Ueledequod  IoQUING « | [eseIaq uereAequiadg uereAequiad  JaquWng . | UeleAequiaod  I2qUING uerelemas]
190BI ueNnIesq JeoueT SueIny snsnuy ueneyiod werec Jeoue]
uouodixoy]

ueeABIQUII SE)IENY]

AVAVAIWHIIN NVNdNVINHM




2022, No.37

-83-

‘Teuolsesado
Sursnpuow
jedep Jued 12491
eped >epr) seusedes] s

neje /uep (snuos

‘wnwndo sejrsedes
eped 1seiodoraq Sepy =
neje/uep
‘nreq Suek
1801B1)S UBNBUBSB[A

STUSIq

‘wnwindo
nduwrey suei sejsedes
eped 1seradoraq

‘wnwndo
SueA sejsedes]
eped 18e12doiaq =

Suek ueyeesewsad el equoy neje fuep Suresad neje/uep ‘resed
Tweesuaw [euorseiado ymd  jedep  unweu ueguap Surpueqos werep yeny suei 1stsod
‘ueinluerasiiag uep 1e193] jeSues ‘Suresad sfeAueq resed esSued . | yNseLI) ‘seyeqia)
epn Teuolserado BYBSN uvesuresiad « | 1de39]  Ireq drnsmo ‘ueTtuouosarad SueA uedutesiad =
neje/uep {uninuaw ‘uerwouosaxad resed 1p yegeseu 1s1sod « | sipuoy ueyeqriad ‘uetwouosjatad uesuresiad
Suek uerouosaiad ISTPUO3] ueyeqniad ‘uetwouosjated yalo yruesuadip ISTPUO3] ueyeqniad weep yeqeseu
1sTpuUoy ueduap uerelos 1ja10 ynresuadp ISTPUOY weteqiniad JNeAueq epn  ‘Nreq goro TynIesuadip epn 181s0d uep
Jesed uedue[Iyay] jedues Iesed = | Yoo ynieduadip jesed = | Jesed Ip yeqeseu 1sisod « | UBp Jige)s Suek resed = | Jesed ISIpUOy '
‘TJUIYI2) UBNE Jedeseu
BUESN ueyeIsay]
Iesaq UBUD]SUNLUSY
neje/uep {equia ‘ueynquinjiad
ynnd Injun nns nweredusw  yepn  neje
uep uedndenp jesues sejeqia)] jeSues Suek ‘se)eqia) >req Suek
Sued eyesn ISIPUOY urnumnuaw uek | eyesn meynqumiad | eyesn ueynqumiad | eyesn weyngunyad vl EsS
DI TIatw yeqeseu BYESN ISIPUOS DWW | 1suajod uexsinfunuaw | 1suajod DiIuow | 1suajod DA ueynquniiod
elesn uejersay| yeqeseu eUesn UBIRISIY | Yegeseu eleSN Ue)elsdy] | Jegeseu BUBSN URIeISa) | eqeseu elesn Ue)ersay] sua10d 1
120N uenIerJ Jeoue] Sueinyy snsNY uenpeyiad wered Jeoue]
usuodwoy]

ueBARIqUIA] SBIENI]

VHVSN 2HdSCdad

o ueideqg

VMIANAN VMUES AVIIV NVIRIVSYVAdHI NVVAVIHNE] SVLITVAY NVAVLANAJ




-84-

2022, No.37

et uep ‘ueduepun | ueduop ‘ueSuepun Tetaajew dismno DITTUaw Suek
-Suepuruad weinjerad | -Suepuniad uernjerad | Suehd medueduwrAuad Iesaq  eressiaq
uenjuojay ueduop Tensas | Uenjualay ueduop rensas | ueduop ‘aeSuepun ‘ueduepun ‘ueduepun-Suepuniad yegeseu
WNWIUI weyereAsrad | wnaruu uejereissiad | -Suepuniad uernjerad | -Suepuruad ueinyerad | veinjeiad uBTY U | 18eq) dnpyg
Tedeouswr wnaq unuwed | TedeoUdl WIN[AQ UNWEU | UeT)U2)a3] weSuap Tensas | UBN)U2)as UeSUIp Tensas | UeSUap TeNsas WNWIUTI ueSuns[sur
ueeoasuad eAedn | ueejorasuad ededn | wnwmmu uejeredsiod | wnuwiunu uejereisiad | uereredsiad redeouawu BIeYIotuatl
TesISTETIP Ye[2) Neje STeq | Uesns[e(Ip [e[a] neje yeq | Tedeouswl winfaq wep 3Teq | Tedeouawu wnjaq Uep Teq | J{Ipas Sutred uep | Njun  Yyeqeseu
sepnn dnpiy uedurnydur] | Suears] dnpiy veSuny3uy | Sueiny dnpry veduryZuy | Sueiny dnpry uedursiduy | req dnpry  uedun3url uesnenp
ueeoosuad eledn) | ueejoroduad efedn | ueejoro8uad eAedp) | ueejoje8uad eAedn | ueejojeduad eledn | Suek eledry
‘uenlire[asrag eIE09S ‘qeqeseu ‘Jeqeseu
Jegqeseu  UejeI2qULW | Ueielaq ot Sued | uexjeraqua Jued
‘qeqeseu | Suek stedwep | sjedwep ueNuoquow | yedwep DIULAW  epn) “eyesn Sunsnpuowt ISBI[lJE NEjR
uesISnIow jesues ISeNJe | UeNLIaquaul ISETJe | Tenua ISEllJe | Uep [Igels ISelJe neje | Uep JIqels ISEIJe neje | eyesn oduwofay

neje eyesn sodwolay]

neje eyesn odwoay]

neje eyesn Modwolay

eyesn 3odwoas| 1STpuoy]

eyesn soduwofay ISIpuoy]

uep uesunyng

2req
ueduap  UBNIesaasia)l
‘eqeseu ‘Tequias Suenia) era) unureu
eyBsSn uejersay ‘Jeqeseu INjun  UBRUR{SUN uesuLI uesjosowad
depeyio TeLayeln BESN uByeISas] ‘Jeqeseu BpR ISBW UNUeU Jreq nejye uetIsTasiad
sredwepiog Sued elroy depeyio) Teriayewt eyesn uejersoy ueduop UeNIesoasip Twreresduat
edeua] uesodowad drsno Nedwrepaaq depeyray Teliayet uers3 Suei elxas yeusad neje  elioy
neje uelisijasiad Sued uesodowad neje dnsmo sredwrepiaq edeuo) uesodowad edeud uexjodotad
yedepial uep JeSaq uelIsfestad  yedepiay Suelk uesodowad nejye uetIsTestad neye wetIsasiad
Sued yerwnl werep uep Ies2q dreno neje uey1siasiad nwereSuaw Yyeuiad uep Twereguaw 1B)BOX]
ueylqafiaq elxoy edeus) « | Sued  yerwnl werep Jedepia) uep Tepeuaw eAUWN LN geutad wnpRq  uep el107 ©Seun
neye fuep uelylgaliaq el1os] eSeua) « | ueylgapaq el1ox 8Seud) « | Bped el  BSeud) W | TepeRWoOwW el10¥ EBSeuod) uetrereseuad
Srung jedues neje/uep Sniang neje/uep Sreq drsno neje/uep Sreq neje/uep 3eq jeSues uep uswaleuew
uswaleuewr  sejyeny « | Uowdleuewr  sejqeny . | Udwoleuewl  seN[eny | Uowd(euewr  seyeny . | uswoaleuewr  sejeny . senreny
100BI ueNIeII] Teoue] SuBIny SNSNY3 UBTIBIad wWee(] TeoueT
usuodioy]

ueBARIqUI] SBIENI]

VHVYS AddSCdad




2022, No.37

-85-

"(dnprg

uedurnSur]

‘uenpesuad 1p JnyumIp ‘TelIaye depeyia

snjun ueuRSunway | Suek ueduedwiduad Sunyuad  sredwep
100BI ueNIeII] Teoue] SuBIny SNSNY3 UBTIBIad wWee(] TeoueT

ueBARIqUI] SBIENI]

usuodioy]

VHVYS AddSCdad




-86-

2022, No.37

Yepual yegeseu
B[RS JT)SUa eIy
ueduop Iensas [epowt
depeyro) 3uein oIsel a

neje /uep uesniradp YJepual
eqede uBRqUIE) jesues Jeqeseu
Tepow UB1Ia¢ I BlESn NSt Erey]
‘138un jedues Yeqeseu 183un yeqeseu 183un; dns[no yeqgeseu | ynun uendurewas| uefuop Tensas Jepow
eyesn sIsu eIy | eyRsSn s eIey | eyesn sl eIes] reAunduatu depeyra) Suen oIsel W
ueSuap Tensas [epow | weSulop Tensas [epow | ueSulap Tensas  [epowt | NIrwad uep  yeny neje/uep ueTepowiad
depeyia) Suen oisey | depeyssy Suejn  oisey | depeydal  Suein  orsey | dnyno UBBPOLULIZd = | JEeny| UBRRPOWIdd = ISIpUoy ¢
"3ase uerenfuad
ue3uap TRARI]IP
‘ynuadip yedep xepn Teuolserado  UBISIILY UTINUSW ‘Tiqels
ueqifemoasy Yringas = neje/uep 1su9jod DYWL UNWEU | Uep eqge] }o8rel uesuap
neje/uep {Jesaq suek JueSou nejye  Yepual eqe] jo31e) ueduop | uesdurpueqlp 185U Yiqaj
uelSniay  TWeTeSUIN = | JeSuUes ege] UEYoIdd = JepUAI BJe] UBD[0I3d | BUTBS BQE] UEBYI[0Idd | NEJe BUIeS BR] URYI[0IdJ seIgeIyold U1
100BI ueyNIeII] TeoUET SURIN] snsnyUy ueleyiad werec JeOURT
uouodixoy]

ueeABIQUII SE)IENY]

HVAVSVN VIIHNIM




2022, No.37

-87-

‘Burse vinea reymn

‘Sulse Binyea reyn)

‘Burse BInyea Jexmn) refiu

EepuarIa]
yisew 1deja) Suise eynea
Ieyn) Teyu  ueyeqruad

“STeq eIeoas reftu Sunpurt
UBINIENP e} neye
1]Ipas Jie[ax Surse enea
Texn) Tequ  weyeqniad

Jesed

Te[Tu Igenis[nj eusres] | requ ueyeqniad euosres | ueyeqniad ynreSuadisy | depeyrsn Jisuas | depeyis JIsuas osrstx depeyin
weoueId) BYBSN UejeISa)] | WEBJUEBID) BYBST UR)RIS0)] | BYESN uejersday | orojoyiod ederoqog | Sued onojoprod yejwnp SBIIAIIISURS {
‘dueyepUILU
esew 1p ueredequad
TIIeSuatatu

‘odway ynyel Sued

uese  Isejelp  Nepn

ueqifemas] IynualLU elqede SuedA njualIa)
Teuotserado njun ueseunsIp yeresew ISEs[IpUl ‘ueyequre)
Uer3nIay dnynuaw nreq ueelerquad jedeplo]l UNWEU BMIS euep Jaquins
Anjun uexeunsp neje/uep “emas uerelequiad ueredequad ueqilemasy ueSursnp edue)
nireq UeeAeIqUWAd = | ‘emas uereAequad uelseqos TYN UL TYNuatuaw nduwew Bemas uerelequod
neje /uep T1synpoid weqifemas] TINUITUALU ndwrew eAuey] Yeqeseu yeqeseu undrsau ueqifemas] nuaIaI
eieIq dninuow uenduweu{epljay emyeq uepniunuow emyeq ueyniunuow nduwrew Jeqeseu
ndwew 3epn Yegeseu wespiniumua B sTure SISTIeUe » | SBY sTLTR sIsT[eUR a | BMIeq  Ueniunuat
emyeq uespinfunuam ses snuae SIST[eUR » neye/uep neye /uep ses snie SIST[BUE »
Sex sTe SIST[EUE » ‘yepualx ‘sejeqio) elxoy [epow Sreq eAuwnuwn  elroy neje /uep Jeny| elioy
{SRIPINI] UBNNSaY » | Jedues SeIIPITT = | UBp SURINY SEIPMT] = | [EPOU Uep SIPNNTT = | TEPOUW UBP SEIPINNIT » sey snIy ‘¢
100BI ueyNIeII] TeoUET SURIN] snsnyUy ueleyiad werec JeOURT
uouodixoy]

ueeABIQUII SE)IENY]

HVAVSVN VIIHNIM




-88-

2022, No.37

TSEUIFUONTP

nad Suek ey
‘ueeAe1quiad ‘dexsua] ‘dexsua] | yedepio) Yisew UNWeU Biciels] ueeAeIQUIdJ
ISBJUQWINMNOP | epn) ueeARIqUYJ | SueIny ueeheiquad | dexduol ueeleiquod | uep dexSua] ueederquag uIwnNIop
yedepian STepiL, ISEJUUN O] ISBIUWIN 0] ISBIUWN O] ISBJUN O] uedexduapy ¢
‘Teqeseu ‘Teqeseu ‘Teqeseu
uesreduwresip Suek uexreduwesip Suek ueredwesip Suelk
uBIUeTaN ISBUILIOJUT UBIUena IseuIojul ueguenasy TSBULIOJUT

“eAeozodip yedep
3epI] UNWEU BIPISII)
ueguenasy TSRULIOJUT
neje  BIPaIsIa)  3epn
ueduenay 1SBWIOJUT »

neje /uep SNang
jedues MNueqg ueSuop
Jeqeseu uesungny =

“eAeoradip yedep

Jepn Unuweu eIpasia)

meguenasy ISBULIOFUT

neje  eBIPISIA]  epn

meIuena ISBLWLIOJUT
neje/uep InguLaur
upewas Jueyg UeSUuap

Jeqeseu ussungny =

neje ueduenas] ueiode]
sele  sueqg
sey  jedepia)  epn .

sisljeue

neje/uep
‘eAeoxadip Jedep
yeply eIpasia)  Sued
weduenasy ISBULIOJUT
uep ITINQUIauI
sfuegq ueduap
yegeseu ueungny =

neje ueSuenas] uerode|
se)e yued sIS[[eUR ISy
Uep TUR{I9) UeSUBNIN
uexode] jedepia)
neje /uep Jemse uep
INJBI9] BIBIIS BIPISIA]
nreas uesuenas]
IsBWIOUl  UBP  NTeq
drojno sueg  ueSuop
yegeseu uBsuUNgN =

neje uesuenay] uexode]
seje yueq sIS[[eUR [Ise]
uBp U I9) UBSUBNOYN
uetode] Jedepia)
neje/uep
Jeinye uep JInjelal
BIBO2S BIPISIA NJEJIS
ueguenasy TSBULIOJUT
uep 3req Nueqg ueSuap
Yeqeseu ussunNgn =

yeqeseu
ueduenoy
TSBULIOJUT
e eInNeas

uUep UBRIPasIaeY 'z

ey
(ynmd ynhny snjexr enp)
02z Mmeduwepw  1e[al
Sued emos uereAequad
ueessun) jedepiaf

Hey
(ynmd ynly smer enpl
0/¢ ueduap Tedwes ey
(ynmd uvedeep smeiss)
081 medurepuwr Yeral
Sued emos ueIieAequiad
uexessun yedepral

ey
(ynmd uedejap snjeiras)
081 uesuap redures
ey (ynmnd uenquas}
06 medwepuw  Yedl
Sued emos ueIieAequiad
ueessun) yedepial

ey (ynnd
uequas) g Mmeduwrelaw
wnaq emas ueielequiad
uesessun) Jredepia]

“ueessuny
epE IEPH UEBp TU¥MEM
jeda) emds ueIeAequiod

Bemas
ueredequod
ueedalay I

1908

ues[nsesi]

Jeoue] uelny|

SNSNIY Ueneyiad wered

Jeoue

ueeABIQUII SE)IENY]

uouodixoy]

AVAVAIWHIIN NVNdNVINHM




2022, No.37

-89-

‘Jeqeseu
ey ryngay sISITeUR
edue) ueeherquod

ueSueluediad «
neje /uep Jeueyew
jedues Jued yepunl
ueSuap TBYNINGI
HuEp 18894 ELEE!

Temajewr dinsno SueA
uesuedwiiuad uesuap

‘ueSuenay  UBNSIN
uelAungwaiua
Imnjum

wesnse[p UeeAeiquuiad
uedueluediad

ure| BIRJUR

Yeqgeseu  UBYNINGIN
sisTeue ueSuap Tensas
sTepn ueeARIqUIa]
ueduefuediad «

neje/uep
renojewr Sued yejunl
uesuap “aeynyngas
Hep 18894 Y991

“UeSUenol Uensas

UENIAUTN] WA
snjun

ueyNye[p UeRARICLUII]
uvedueluediad

urer erejue

‘Yeqeseu  ueyNINgas
sIs|eUR UBSUSP TeNnsas
s[epn ueeABIqUIa]
uesueluediad «

neje/uep {JeLjew
dnsino Sued  yemunl
‘ureyningay
Hep tesaq g1
uesIaqIp Suei sejIse)

ueduap

Ye(ESBU UBYNINJIY
SISI[eUR UBSUSP Tensas
Sueins ueeARIqQUIJ

ueSueluediad
neje/uep Jerojewt
Jepny  Sued  yerwnl
‘ueyninga
Hep 1esaq Yigal
uexaqIp Suek sejse)

ueduap

Jeqeseu ueyningasy

sISTeUR ueSuap

TeNnsIs uvelerquag
uedueluediod «

neje/uep {ueynIngay

uesIaqIp SueA seIsef ueLIaqIp SueA se)IIsef stual uep qerwnl « | stual uep yerwnl « | uesuap rensas
stuaf  wep  yepwnl W | sl wep  yepunf « ‘Tel1oyeLU ‘erraretn | UBNURqIp Sue sejrisey
‘fueederquiag ‘retxayewr Suek el dnsno  Sued yerwnl siepny Sued  yerwnl smwal - wep yeruml
uenleSuad uenlng uesuap  ‘ueARIqUIA uesuap  ‘ueedeiquad uesuap ‘aeBARIqUad ‘ueeierquag
ueduap Iensas Nepln uenleduad uenfig uenfeduad uenfng uenfesSuad wenlm uenfleduad Se)Ise)
sejse]  ueeundduod ueduop Tensas Juedny| ueduap rensos Jueiny| ueduap Tensas Jueary] uenln) weduop rensas ueeund3uad
J1esaq uerseqog « | SEJIISE] UeeuNnS3Uad a | SBIISB] UeBUNS3U3d « | SBJI[ISB] UueBUNSSUS] W | SBJ(ISE] UeBUNSSUSd UBTBNSISIY
ueeABIQUIIJ
‘ueeAeiquad uelluelrad ‘ueeAelquiag werluelrad ‘ueeAeiquiag uetluelrad ‘ueeieiquiad uelluelzad ‘ueeARIq g uellirelzad
werep Iesepuow | Weep IesSepuaw | weep Jesepuawl | Werep sesepuow | uetfluelzod uereSSuelad depeyin
jesues Sued ueresduedd | SueAh ueledsuelad | dnno Sued ueiessuelod | Mepn ueledsuelad | yedepia sepll ueynyeday
190BI ueNnIesq JeoueT SueIny snsnuy ueneyiod werec Jeoue]
uouodixoy]

ueeABIQUII SE)IENY]

AVAVAIWHIIN NVNdNVINHM




-90-

2022, No.37

OSOLNVS HOFINIM

p1

‘VISENOAQNI Ar1idnddyd
NVONVAEY VSV SVLIMOLO
HJHANOISINOA NVMHA VLAY

7z 0z menuep 1¢ 1€85ue) eped

elresepr 1p uevdelaig

‘Tenayeun
BIBIIS ueeARIqUIad
sal  neye Inpnas
ueduop Tensas Juedny|

‘Terrarewr drojno

‘ueeAelquad

‘ueeferquiad stual neje

“ureARIq UL ueredequad  Joquns « | BIROOS ueeARIqUad stua(  neje  Jnysruls INJIUls Uesuap rensas
stual  neye anmpnas neye /uep stual  neje  npnns ueduap Tensas Jueary] ueredequad  1QUNS =
uesuap Tensas  Mepn ‘e uBSuUNWaw UBIUIP TBNSIS JSUeIns| uerelequiad J2qUWINS = neje/uep
uerefequiod  I2QUINS w | yepn epns 1yesedasp ueledequod  JoQqUINS « neye /uep areqeseu uep
neje/uep Suek ueredequod neje/uep (yexedosip Yyeqeseu uep sjueg  yajo nesfedasip ueqilemoay]
‘UesunSunwaw Jaquns BIBJUIWIS Sued ure] ueredAequuad Nueq 1210 Nexedasp uep seral wesuap uereAequuad
Suek uerefequad “mielasIp Sepn Joquins ep uep 1sesyruapnp jedep ISES[JIIUapIIp jedep Ipquins
Ipquns jedepiod) sfepll » | Ueledequod  IoQUING « | [eseIaq ueredlequiad » | UeleAequiad  JoQWING a» | UeieAequiod  I2qUING a uerelemas]
190BI ueNnIesq JeoueT SueIny snsnuy ueneyiod werec Jeoue]
uouodixoy]

ueeABIQUII SE)IENY]

AVAVAIWHIIN NVNdNVINHM




o1 2022, No.37

LAMPIRAN II

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2/POJK.03/2022

TENTANG

PENILAIAN KUALITAS ASET

BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN

Untuk meminimalisasi potensi kerugian akibat mnasabah yang
mengalami penurunan kinerja, Bank dapat melakukan Restrukturisasi
Pembiayaan atas nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran pokok
dan/atau bagi hasil/ujrah/margin sepanjang nasabah yang bersangkutan
masih memiliki prospek usaha yvang baik dan dinilai mampu memenuhi
kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi. Restrukturisasi Pembiayaan
dimaksud dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Prinsip
Syariah, dan standar akuntansi keuangan.

A. Prosedur dan Tata Cara

Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah, Bank

harus memiliki pedoman Restrukturisasi Pembiayaan yang memuat

prosedur dan tata cara dalam melaksanakan Restrukturisasi

Pembiayaan yang paling sedikit memuat:

1. Analisis dan Dokumentasi

Dalam melakukan analisis terhadap Pembiayaan yang akan
direstrukturisasi, Bank paling sedikit memperhatikan:
a. Evaluasi terhadap permasalahan nasabah, yang meliputi:

1) evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan pokok
dan/atau bunga yang didasarkan atas laporan keuangan,
arus kas, proyeksi keuangan, kondisi pasar, dan faktor
lain yang berkaitan dengan usaha nasabah;

2) perkiraan pengembalian seluruh peokok dan/atau bagi
hasil/wjrah/margin berdasarkan perjanjian Pembiayaan
sebelum dan setelah Restrukturisasi Pembiayaan.
Perkiraan tersebut didasarkan pada rasio keuangan,

termasuk proyeksi rasio keuangan, yang mencerminkan
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kondisi keuangan dan kemampuan nasabah untuk
memenuhi kewajiban pembayarannya; dan
3) evaluasi terhadap kinerja manajemen nasabah untuk
menentukan diperlukan atau tidaknya restrukturisasi
organisasi perusahaan mnasabah, antara lain dapat
dilakukan dengan cara penggantian pemegang saham,
direksi, dan perubahan manajerial lainnya. Jika
diperlukan, Bank dapat menggunakan bantuan tenaga
ahli ekstern untuk melakukan restrukturisasi organisasi
tersebut.
Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan
proyeksi arus kas dan nilai yang akan diterima dari angsuran
pokok dan/atau bagi hasil/ wjrah/margin.
Analisis, kesimpulan, dan rekomendasi dalam melakukan
penyesuaian persyaratan Pembiayaan seperti perubahan
jangka waktu, dan/atau penambahan fasilitas. Penyesuaian
tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan siklus usaha
dan kemampuan membayar nasabah sehingga nasabah
diperkirakan dapat memenuhi kewajiban pembayaran
angsuran pokok dan/atau bagi hasil/wrah/margin hingga
jatuh tempo.
Jika Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan cara
pemberian tambahan Pembiayaan maka tujuan dan
penggunaan tambahan Pembiayaan tersebut harus jelas.
Tambahan Pembiayaan tidak diperkenankan untuk melunasi
tunggakan pokok dan/atau bagi hasil/ujrah/margin. Dalam
hal Restrukturisasi Pembiayaan mengakibatkan kewajiban
nasabah menjadi lebih besar, Bank dapat mensyaratkan
adanya agunan baru.
Penyesuaian atas jadwal pembayaran kembali telah
mencerminkan kemampuan membayar nasabah.
Pemberian  tenggang — waktu pembayaran  dilakukan
berdasarkan analisis yang didasarkan pada siklus usaha
dan/atau kesesuaian usaha nasabah yang mencerminkan
durasi tenggang waktu pembayaran dan kemampuan
membayar pokok dan/atau bagi hasil/ujrah/margin setelah

durasi tenggang waktu pembayaran berakhir.
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g. Rincian yang terkait dengan transparansi persyaratan
Pembiayaan termasuk kesepakatan keuangan dalam
perjanjian Pembiayaan, seperti rencana penambahan modal
perusahaan nasabah atau adanya klausul bahwa Bank dapat
mengubah  bagi Thasil/wrah/margin  sepanjang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah, sejalan dengan
kemampuan membayar nasabah.

h. Persyaratan bahwa perjanjian Pembiayaan dan dokumen lain
vang berkaitan dengan pelaksanaan Restrukturisasi
Pembiayaan harus mempunyai kekuatan hukum.

i. Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam
pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan.

Prosedur Pemantauan

Bank harus memiliki prosedur tertulis untuk memantau

Pembiayaan yang telah direstrukturisasi guna memastikan

kesanggupan nasabah untuk melakukan pembayaran sesuai

dengan persyaratan dalam pembaruan perjanjian Pembiayaan.

Beberapa langkah yang harus dilakukan Bank dalam memantau

pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan antara lain:

a. meminta nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan
yvang dilengkapi dengan rasio keuangan pokok, perkembangan
usaha, realisasi rencana tindak (action plan), dan dokumen
atau laporan lain yang diperlukan Bank untuk memantau
kondisi usaha dan keuangan nasabah secara terus menerus.
Nasabah juga melaporkan dampak dari berbagai tindakan yang
ditempuh sebagai bagian dari Restrukturisasi Pembiayaan,
seperti penambahan modal perusahaan nasabah dan
kebijakan untuk tidak membagikan dividen;

b. mengevaluasi Pembiayaan yang telah direstrukturisasi paling
sedikit setiap triwulan, termasuk dalam hal terdapat
perbedaan yang signifikan antara proyeksi dan realisasi,
antara lain dari angsuran pokok danj/atau bagi
hasil/ ujrah/margin, arus kas, dan/atau nilai taksasi agunan,
dan/atau

c. menyusun langkah yang akan diambil jika nasabah ternyata
kembali mengalami kesulitan pembayaran setelah

Restrukturisasi Pembiayaan.
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Contoh Penetapan Kualitas Pembiayaan

1.

Pada bulan Januari 2022, Bank melakukan Restrukturisasi
Pembiayaan terhadap fasilitas Pembiayaan Murabahah nasabah “A”
dengan kualitas Pembiayaan ditetapkan macet. Dalam perjanjian
Restrukturisasi Pembiayaan dinyatakan bahwa nasabah “A” harus
membayar angsuran pokok dan/atau margin secara bulanan mulai
tanggal 7 Februari 2022. Selanjutnya nasabah “A” dalam 3 (tiga)
periode pembayaran berturut-turut yaitu pada tanggal 7 Februari
2022, 7 Maret 2022, dan 7 April 2022 dapat memenuhi kewajiban
pembayaran sesuai waktu perjanjian Restrukturisasi Pembiayan.
Dengan demikian, kualitas Pembiayaan nasabah “A” sejak bulan

Februari 2022 ditetapkan sebagai berikut:

Pemenuhan Persyaratan . .
Kualitas Pembiayaan

. Perjanjian .
Periode P pada Akhir Bulan
Pembayaran ersygratan Penilaian
Lain

Februari 2022 | memenuhi memenuhi | paling tinggi macet
(sebagaimana  kualitas
Pembiayaan sebelum
direstrukturisasi)

Maret 2022 memenuhi memenuhi | paling tinggi macet
(sebagaimana  kualitas
Pembiayaan sebelum
direstrukturisasi)

April 2022 memenuhi memenuhi | paling tinggi diragukan
(dapat meningkat paling
tinggi 1 (saty) tingkat dari

kualitas Pembiayaan
sebelum
direstrukturisasi)
Mei 2022, dan | memenuhi memenuhi | berdasarkan faktor
bulan penilaian prospek usaha,

kinerja nasabah, dan

seterusnya
kemampuan membayar

Pada bulan Januari 2022, Bank melakukan Restrukturisasi
Pembiayaan terhadap fasilitas Pembiayaan Murabahah nasabah “B”
dengan kualitas Pembiayaan ditetapkan diragukan. Dalam
perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dinyatakan bahwa nasabah
“B” harus membayar angsuran pockok dan/atau margin secara
bulanan mulai tanggal 7 Februari 2022. Selanjutnya pada periode
pembayaran ketiga yaitu pada tanggal 7 April 2022, nasabah “B”

tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada waktunya.
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Dengan demikian, kualitas Pembiayaan nasabah “B” sejak bulan

Februari 2022 ditetapkan sebagai berikut:

Pemenuhan Persyaratan X X
Kualitas Pembiayaan

. Perjanjian :
Periode P @ pada Akhir Bulan
Pembayaran ersya.ra n Penilaian
Lain

Februari 2022 | memenuhi memenuhi | paling tinggi diragukan
(sebagaimana  kualitas
Pembiayaan sebelum
direstrukturisasi)

Maret 2022 memenuhi memenuhi | paling tinggi diragukan
(sebagaimana  kualitas
Pembiayaan sebelum
direstrukturisasi)

April 2022 tidak memenuhi | berdasarkan faktor
memenuhi penilaian prospek usaha,
kinerja nasabah, dan
kemampuan membayar,
paling tinggi diragukan
Mei 2022 memenuhi memenuhi | paling tinggi diragukan
(sebagaimana  kualitas
Pembiayaan sebelum
direstrukturisasi)

Juni 2022 memenuhi memenuhi | paling tinggi diragukan
(sebagaimana  kualitas
Pembiayaan sebelum
direstrukturisasi)

Juli 2022 memenuhi memenuhi | paling tinggi kurang
lancar

(dapat meningkat paling
tinggi 1 (satu) tingkat dari

kualitas Pembiayaan

sebelum

direstrukturisasi)
Agustus 2022, | memenuhi memenuhi | berdasarkan faktor
dan bulan penilaian prospek usaha,

kinerja nasabah, dan

seterusnya
kemampuan membayar

Pada bulan Januari 2022, Bank melakukan Restrukturisasi
Pembiayaan terhadap fasilitas Pembiayaan Murabahah nasabah “C”
dengan kualitas Pembiayaan ditetapkan kurang lancar. Dalam
perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dinyatakan bahwa nasabah
“C” harus membayar angsuran pcokok dan/atau margin secara
bulanan mulai tanggal 7 Februari 2022, selain itu nasabah juga
diminta mengganti salah satu anggota direksi paling lambat tanggal
31 Januari 2022. Nasabah “C” selalu memenuhi kewajiban
pembayaran pada waktunya. Namun, penggantian anggota direksi

baru dilakukan pada bulan April 2022 sehingga sebelum

2022, No.37
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penggantian anggota direksi tersebut, nasabah “C” dianggap tidak
memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan. Dengan demikian,
kualitas Pembiayaan nasabah “C” sejak bulan Februari 2022
ditetapkan sebagai berikut:

Pemenuhan Persyaratan . .
Kualitas Pembiayaan

. Perjanjian A
Periode P ™ pada Akhir Bulan
Pembayaran crsyaratan Penilaian
Lain
Februari 2022 | memenuhi tidak berdasarkan faktor

memenuhi | penilaian prospek usaha,
kinerja nasabah, dan
kemampuan membayar,
paling tinggi kurang
lancar

Maret 2022 memenuhi tidak berdasarkan faktor
memenuhi | penilaian prospek usaha,
kinerja nasabah, dan
kemampuan membayar,
paling tinggi kurang

lancar
April 2022 memenuhi memenuhi | paling tinggi dalam
perhatian khusus

(dapat meningkat paling
tinggi 1 (satu) tingkat dari

kualitas Pembiayaan
sebelum
direstrukturisasi)
Mei 2022, dan | memenuhi memenuhi | berdasarkan faktor
bulan penilaian prospek usaha,
seterusnya kinerja nasabah, dan

kemampuan membayar

Pemberian Pembiayaan untuk modal kerja yaitu pembayaran setiap
bulan hanya berupa pembayaran bagi hasil dan pembayaran pokok
dilakukan pada akhir periode, sehingga kualitas Pembiayaan
meningkat 1 (satu) tingkat secara langsung dihitung sejak
pembayaran margin 3 (tiga) kali berturut-turut setelah
Restrukturisasi Pembiayaan.

Pada bulan Januari 2022, Bank melakukan Restrukturisasi
Pembiayaan terhadap fasilitas Pembiayaan Musyarakah untuk
modal kerja nasabah “D” dengan kualitas Pembiayaan ditetapkan
diragukan. Dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan
dinyatakan bahwa nasabah “D” harus membayar bagi hasil secara

bulanan mulai tanggal 7 Februari 2022. Dengan demikian, kualitas
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Pembiayaan nasabah “D” sejak bulan Februari 2022 ditetapkan

sebagai berikut:

Pemenuhan Persyaratan X X
Kualitas Pembiayaan

. Perjanjian :
Periode P @ pada Akhir Bulan
Pembayaran ersya.ra n Penilaian
Lain

Februari 2022 | memenuhi memenuhi | paling tinggi diragukan
(sebagaimana  kualitas

Pembiayaan sebelum
direstrukturisasi)

Maret 2022 memenuhi memenuhi | paling tinggi diragukan
(sebagaimana  kualitas
Pembiayaan sebelum
direstrukturisasi)

April 2022 memenuhi memenuhi | paling tinggi kurang
lancar

(dapat meningkat paling
tinggi 1 (satu) tingkat dari

kualitas Pembiayaan
sebelum
direstrukturisasi)
Mei 2022, dan | memenuhi memenuhi | berdasarkan faktor
bulan penilaian prospek usaha,
seterusnya kinerja nasabah, dan

kemampuan membayar

Pemberian Pembiayaan dengan skema lain antara lain pembayaran
pokok triwulan, semesteran, atau tahunan, sehingga kualitas
Pembiayaan dapat meningkat 1 (satu) tingkat setelah adanya
pembayaran 3 (tiga) kali berturut-turut setelah Restrukturisasi
Pembiayaan.

Pada bulan Januari 2022, Bank melakukan Restrukturisasi
Pembiayaan terhadap fasilitas Pembiayaan Murabahah nasabah “E”
dengan kualitas Pembiayaan ditetapkan diragukan. Dalam
perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dinyatakan bahwa nasabah
“E” harus membayar angsuran pokok secara triwulanan mulai
tanggal 7 Maret 2022. Namun, nasabah “E” melakukan pembayaran
pertama kali di bulan Juni 2022. Dengan demikian, kualitas
Pembiayaan nasabah “E” sejak bulan Maret 2022 ditetapkan

secbagai berikut:
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Pemenuhan Persyaratan . .
L Kualitas Pembiayaan
. Perjanjian .
Periode B ™ pada Akhir Bulan
ersyara n Penilaian
Lain

Pembayaran

Maret 2022 memenuhi memenuhi | paling tinggi diragukan
(sebagaimana  kualitas
Pembiayaan sebelum
direstrukturisasi)

Juni 2022 memenuhi memenuhi | paling tinggi diragukan
(sebagaimana  kualitas
Pembiayaan sebelum
direstrukturisasi)

September memenuhi memenuhi | paling tinggi diragukan
2022 (sebagaimana  kualitas
Pembiayaan sebelum
direstrukturisasi)

Desember memenuhi memenuhi | paling tinggi kurang
2022 lancar

(dapat meningkat paling
tinggi 1 (satu) tingkat dari
kualitas Pembiayaan
sebelum
direstrukturisasi)

Maret 2023, | memenuhi memenuhi | berdasarkan faktor
dan bulan penilaian prospek usaha,
kinerja nasabah, dan
kemampuan membayar

seterusnya

Dalam melakukan Restrukturisasi Pembiayaan, Bank dapat
memberikan kemudahan berupa pemberian tenggang waktu
pembayaran. Kualitas Pembiayaan setelah direstrukturisasi dengan
pemberian tenggang waktu pembayaran diatur secara berbeda, yaitu
selama tenggang waktu pembayaran kualitas Pembiayaan ditetapkan
sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi.
Pada umumnya, tenggang waktu pembayaran dapat diberikan Bank
kepada nasabah dalam bentuk penundaan pembayaran pokok atau bagi

hasil/ wjrah/margin.

1. Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan terhadap fasilitas
Pembiayaan Murabahah nasabah “X” dengan kualitas Pembiayaan
ditetapkan kurang lancar. Terhadap mnasabah “X”, Bank
memberikan tenggang waktu pembayaran pokok selama 3 (tiga)
bulan, sedangkan pembayaran margin dilakukan setiap bulan.
Selama periode tenggang waktu pembayaran, kualitas Pembiayaan
nasabah ditetapkan mengikuti kualitas sebelum dilakukan

Restrukturisasi Pembiayaan, yaitu kurang lancar. Setelah
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berakhirnya masa tenggang waktu pembayaran, nasabah “X” dapat
memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi
Pembiayaan. Dengan demikian, kualitas Pembiayaan nasabah “X”

ditetapkan sebagai berikut:

Pembayaran Kualitas Pembiayaan
Periode . pada Akhir Bulan
Pokok Margin Penilaian
1 - memenuhi | paling tinggi kurang
lancar
(sebagaimana  kualitas
Pembiayaan sebelum
direstrukturisasi)
2 - memenuhi | paling tinggi kurang
lancar
(sebagaimana  kualitas
Pembiayaan sebelum
direstrukturisasi)
3 - memenuhi | paling tinggi kurang
lancar
(sebagaimana  kualitas
Pembiayaan sebelum
direstrukturisasi)
4 memenuhi memenuhi | paling tinggi kurang
lancar
(sebagaimana  kualitas
Pembiayaan sebelum
direstrukturisasi)
S5 memenuhi memenuhi | paling tinggi kurang
lancar
(sebagaimana  kualitas
Pembiayaan sebelum
direstrukturisasi)
6 memenuhi memenuhi | paling tinggi dalam
perhatian khusus
(dapat meningkat paling
tinggi 1 (satu) tingkat dari
kualitas Pembiayaan
sebelum
direstrukturisasi)
7, dan periode | memenuhi memenuhi | berdasarkan faktor
seterusnya penilaian prospek usaha,
kinerja nasabah, dan
kemampuan membayar

Restrukturisasi Pembiayaan  dilakukan terhadap fasilitas
Pembiayaan Murabahah nasabah “Y” dengan kualitas Pembiayaan
ditetapkan diragukan. Terhadap nasabah “Y”, Bank memberikan
tenggang waktu pembayaran pokok seclama 6 (enam) bulan,

sedangkan pembayaran margin dilakukan setiap bulan.
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Selama periode tenggang waktu pembayaran, kualitas Pembiayaan
nasabah ditetapkan mengikuti kualitas sebelum dilakukan
Restrukturisasi Pembiayaan, yaitu diragukan. Setelah berakhirnya
masa tenggang waktu pembayaran, nasabah “Y” dapat memenuhi
kewajiban sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan.
Dengan demikian, kualitas Pembiayaan nasabah “Y” ditetapkan

sebagai berikut:

Pembayaran Kualitas Pembiayaan

Periode ok . pada Akhir Bulan
Poko Margin Penilaian

1 - memenuhi | paling tinggi diragukan
(sebagaimana  kualitas

Pembiayaan sebelum
direstrukturisasi)

2 - memenuhi | paling tinggi diragukan
(sebagaimana  kualitas
Pembiayaan sebelum
direstrukturisasi)

3 - memenuhi | paling tinggi diragukan
(sebagaimana  kualitas
Pembiayaan sebelum
direstrukturisasi)

4 - memenuhi | paling tinggi diragukan
(sebagaimana kualitas
Pembiayaan sebelum
direstrukturisasi)

S - memenuhi | paling tinggi diragukan
(sebagaimana  kualitas
Pembiayaan sebelum
direstrukturisasi)

6 - memenuhi | paling tinggi diragukan
(sebagaimana  kualitas
Pembiayaan sebelum
direstrukturisasi)

7 memenuhi memenuhi | paling tinggi diragukan
(sebagaimana  kualitas
Pembiayaan sebelum
direstrukturisasi)

8 memenuhi memenuhi | paling tinggi diragukan
(sebagaimana  kualitas
Pembiayaan sebelum
direstrukturisasi)

9 memenuhi memenuhi | paling tinggi kurang
lancar

(dapat meningkat paling
tinggi 1 (satu) tingkat dari
kualitas Pembiayaan
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Pembayaran Kualitas Pembiayaan
Periode Pokolt Marei pada Akhir Bulan
o%o argin Penilaian
sebelum
direstrukturisasi)
10, dan memenuhi memenuhi | berdasarkan faktor
periode penilaian prospek usaha,
seterusnya kinerja nasabah, dan
kemampuan membayar

Penerapan Prinsip Syariah dalam Restrukturisasi Pembiayaan
Penerapan Prinsip Syariah dalam Restrukturisasi Pembiayaan antara
lain:

1. Bank dapat mengenakan ganti rugi (ta'widh) kepada nasabah yang
lalai atau melanggar perjanjian sehingga menimbulkan kerugian
pada Bank.

2.  Ganti rugi ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan Bank
dalam penagihan hak Bank yang menjadi kewajiban pembayaran
nasabah. Ganti rugi bukan berupa potensi kerugian yang
diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang
vang hilang (opportunity loss/ al-furshah al-dha-i’ah).

3. Penetapan ganti rugi dan cara perhitungan harus dituangkan dalam
perubahan akad Pembiayaan.

4. Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Restrukturisasi Pembiayaan Berdasarkan Karakteristik Pembiayaan

Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan memperhatikan

karakteristik masing-masing bentuk Pembiayaan.

1. Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah
Restrukturisasi Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan
Musyarakah dilakukan antara lain dengan cara:

a. perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah;

b. perubahan jangka waktu;

c. perubahan jumlah angsuran;

d. perubahan nisbah dan/atau PBH;

€. pemberian potongan;

f. penambahan fasilitas Pembiayaan; dan/atau

g. konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara,

dengan menggunakan akad musyarakah.
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Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Istishna’
Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Istishna’
dilakukan antara lain dengan cara:

a. perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah;

b. perubahan jangka waktu;

c. perubahan jumlah angsuran;

d. pemberian potongan;

e. penambahan fasilitas Pembiayaan;

f. konversi akad menjadi Pembiayaan Mudarabah, Pembiayaan

Musyarakah, atau Pembiayaan IMBT; dan/atau

g. konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara,
dengan menggunakan akad musyarakah.

Pembiayaan [jarah dan Pembiayaan IMBT

Restrukturisasi Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT

dilakukan antara lain dengan cara:

a. perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah;

b. perubahan jangka waktu;
perubahan jumlah angsuran;

d. pemberian potongan;

e. konversi akad menjadi Pembiayaan Mudarabah atau
Pembiayaan Musyarakah; dan/atau

f. konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara,
dengan menggunakan akad musyarakah.

Pembiayaan Qardh

Restrukturisasi Pembiayaan Qardh dilakukan antara lain

dengan cara:

a. perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah;

b. perubahan jangka waktu;
perubahan jumlah angsuran;

d. pemberian potongan; dan/atau

e. konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara,
dengan menggunakan akad musyarakah.

Pembiayaan multijasa

Restrukturisasi Pembiayaan multijasa dilakukan antara lain

dengan cara:

a. perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah;

b. perubahan jangka waktu;
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c. perubahan jumlah angsuran; dan/atau

d. pemberian potongan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO
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Pedoman Pengisian

L

Nama

1.

Nasabah Perorangan

Diisi dengan nama nasabah percrangan secara lengkap dan

tidak disingkat, dengan ketentuan:

a. Nasabah perorangan scbagaimana tercantum dalam
Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jika yang tercantum dalam
KTP terdapat bagian nama yang disingkat, nama keluarga
atau marga, dan/atau kata “bin” atau “binti” maka harus
diisi secara lengkap.

b. Termasuk dalam nasabah perorangan yaitu usaha
dagang, industri, atau usaha lainnya yang Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)-nya menjadi satu dengan NPWP
perorangan. Dalam hal usaha dagang, industri, atau
usaha lainnya dimiliki perorangan, diisi dengan nama
pemilik sesuai dengan yang tercantum dalam KTP.

Nasabah Badan Usaha

a. Diisi dengan nama nasabah badan usaha sebagaimana
tercantum dalam dckumen NPWP atau akta (tidak
termasuk bentuk badan usaha). Jika yang tercantum
dalam dokumen NPWP atau akta terdapat bagian nama
yang disingkat maka harus diisi secara lengkap.

b. Jenis badan usaha antara lain PT, CV, Firma, dan Persero,
diisi di belakang nama badan usaha.

Contoh:
Abece Defgeha PT, Satu Dua Tiga PT (Persero).

Nasabah Kelompok

a. Nasabah kelompcok yaitu nasabah yang dibentuk atas
dasar kepentingan bersama dan dipimpin oleh seorang
ketua dan bukan berbentuk badan usaha yang
memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana.

b. Diisi dengan nama nasabah kelompok dengan ketentuan
pengisian sesuai dengan pengisian nasabah perorangan.
Contoh:

Kelempok Tani Nelayan Melati, diisi dengan nama

“Kelompok Tani Nelayan Melati”.
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ID Nasabah

1.

Diisi dengan ID debitur sesuai yang dilaporkan dalam Laporan

Bank Umum Terintegrasi.

2. 1D debitur bersifat unik untuk setiap nasabah, yaitu 1 (satu)
nomor untuk setiap 1 (satu) nasabah.

3. Jika ID debitur mengandung karakter selain huruf dan angka
maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

4. Contoh pengisian data:

No. ID Nasabah Pengisian
1. | ABC-12345 ABC12345
2. | 987-654321 987654321

NIK/NPWP

1. NIK yaitu Nomor Induk Kependudukan merupakan nomor
identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan
melekat pada sescorang yang terdaftar sebagai penduduk
Indonesia.

2. NPWP yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperoleh
perorangan atau badan usaha scbagai tanda bahwa yang
bersangkutan telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor
Pelayanan Pajak setempat.

3. Diisi dengan NIK bagi nasabah perorangan atau NPWP bagi
nasabah badan hukum sesuai yang tercatat dalam sistem
internal Bank.

4. Jika NIK atau NPWP mengandung karakter selain angka maka
karakter tersebut tidak perlu disertakan.

Contoh pengisian data:
No. NIK/NPWP Pengisian
1. 12.345.678.9.000.000 123456789000000
2. | 98.765.432.1-000.000 987654321000000
Alamat

Diisi dengan alamat nasabah sesuai dengan yang tercantum dalam

KTP (untuk nasabah perorangan) atau dokumen NPWP (untuk
nasabah badan usaha).
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V. Metode Restrukturisasi - Cara Restrukturisasi

VII.

2022, No.37

1. Diisi karakter sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) digit sesuai

dengan sandi cara restrukturisasi.

2. Referensi pengisian data:

No. Keterangan Sandi

1. Penurunan tingkat bagi hasil/ ujrah/margin 1

2. Perpanjangan jangka waktu Pembiayaan 2

3. Pengurangan tunggakan pokok Pembiayaan 3

4, Pengurangan tunggakan bagi 4
hasil/ ujrah/margin

S. Penambahan fasilitas Pembiayaan S

6. Konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan
Modal Sementara
Konversi akad
Penambahan  fasilitas Pembiayaan dan
pengurangan tunggakan bagi
hasil/ ujrah/margin

9. Penambahan  fasilitas Pembiayaan dan 9
perpanjangan jangka waktu Pembiayaan

10. | Penambahan  fasilitas Pembiayaan dan 10
penurunan tingkat bagi hasil/ ujrah/ margin

11. | Penambahan fasilitas Pembiayaan, 11
pengurangan tunggakan bagi
hasil/ ujrah/margin, dan penurunan tingkat
bagi hasil/ujrah/ margin

12. | Penambahan fasilitas Pembiayaan, 12
pengurangan tunggakan bagi
hasil/ ujrah/margin, dan perpanjangan jangka
waktu Pembiayaan

13. | Lainnya 99

Metode Restrukturisasi - Frekuensi Restrukturisasi

Diisi dengan angka frekuensi restrukturisasi Pembiayaan yang

diberikan oleh Bank kepada nasabah.

Jenis Penggunaan

1. Diisi karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai dengan sandi jenis

penggunaan Pembiayaan.
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2. Referensi pengisian data:

No. Jenis Penggunaan Sandi

1. Modal Kerja 1
Investasi 2

3. Konsumsi 3

VIII. Sektor Ekonomi

1. Diisi karakter sebanyak 6 (enam) digit sandi sektor ekonomi
yvang mengacu pada daftar sandi referensi sektor ekonomi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai laporan bank umum terintegrasi.

2. Dalam hal Pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari
1 (satu) jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan,
cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi

yvang diutamakan, yaitu sektor yang paling besar memperoleh

fasilitas.

IX. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Jenis Akad

1. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jenis

akad sebelum direstrukturisasi.

2. Referensi pengisian data:

No. Jenis Akad Sandi
1. Mudarabah 020
2. Mudarabah Mugayyadah 025
3. Musyarakah 030
4, Musyarakah Mutanagisah 035
S. [jarah 040
6. Jjarah Muntahiya Bittamlik 045
7. Multijasa - Pendidikan 061
8. Multijasa - Tbadah 062
9. Multijasa - Kesehatan 063
10. | Multijasa - Pernikahan 064
11. | Multijasa - Lainnya 069
12. | Piutang Murabahah 070
13. | Piutang Istishna’ 080
14. | Qardh 100
15. | Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya 119
16. | Lainnya 999
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X. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Plafon
1. Diisi dengan nominal plafon efektif dari fasilitas Pembiayaan
secbelum direstrukturisasi. Nilai plafon setara dengan nilai
kontrak yaitu nilai/nominal transaksi yang tercantum dalam
kontrak  antara  bank dengan nasabah sebelum
direstrukturisasi.
2. Pengisian jumlah plafon dalam mata uang rupiah dan valuta
asing dinyatakan dalam jutaan rupiah.
3. Plafon untuk fasilitas Pembiayaan diisi sebagai berikut:
a. Pembiayaan bersama atau sindikasi
Diisi dengan jumlah pangsa plafon masing-masing
bank peserta.
b. Pembiayaan lainnya
Diisi dengan jumlah plafon sesuai surat perjanjian

atau akad.

XI. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Nilai Tercatat

1. Diisi dengan jumlah nilai tercatat masing-masing rekening
pada posisi bulan laporan sebelum direstrukturisasi.

2. Pengisian dalam valuta asing setelah dikonversi dalam jutaan
rupiah dengan kurs tanggal akhir pada akhir bulan laporan
masing-masing rekening sebelum direstrukturisasi. Kurs yaitu
rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan kurs penutupan

Bank Indonesia akhir bulan laporan.

XII. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Jenis Valuta

1. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sandi jenis valuta dari
fasilitas Pembiayaan vyang diberikan oleh Bank sebelum
direstrukturisasi yang mengacu pada daftar sandi referensi
jenis valuta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

2. Jika fasilitas Pembiayaan diberikan dalam valuta asing namun
dalam penarikannya Bank memberikan dalam mata uang
rupiah (multi currency), Pembiayaan tersebut dilaporkan

sebagai valuta asing sesuai dengan akad.
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XIII. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Nisbah (%)

1.

Diisi dengan persentase keuntungan yang menjadi porsi Bank
sesuai dengan akad Pembiayaan sebelum direstrukturisasi.
Hanya untuk jenis akad yang menerapkan nisbah.

Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal,
menggunakan pemisah tanda titik (.).

Contoh pengisian data:

No. Persentase Nisbah Pengisian
1. | 29,33% 29.33
2. | 100% 100.00

XIV. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Persentase Bagi Hasil/

Ujrah/Margin

1.

Diisi dengan tingkat imbalan yang diperjanjikan atau indikasi
tingkat imbalan dalam bentuk bagi hasil/ujrah/margin dari
suatu Pembiayaan sebelum direstrukturisasi.

Jika dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat
persentase imbalan, diisi dengan persentase imbalan tertinggi.
Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal,
menggunakan pemisah tanda titik (.).

Contoh pengisian data:

No. Persentase Pengisian
Bagi Hasil/ Ujrah/Margin
1. 12,90% 12.90
2. 100% 100.00

XV. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Tunggakan Pokok

Diisi dengan nominal tunggakan pokok dari Pembiayaan sebelum

direstrukturisasi dalam jutaan rupiah.

XVI. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Tunggakan Bagi Hasil/

Ujrah/Margin

Diisi dengan saldo bagi hasil/wrah/margin yang belum dilunasi

hingga posisi tanggal laporan sebelum direstrukturisasi dalam

jutaan rupiah.
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XVII. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Jangka Waktu - Mulai
1. Tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian sebagaimana
tercantum dalam akad perjanjian sebelum direstrukturisasi.

2. Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format

yyyymmdd.
3. Contoh pengisian data:
No. Tanggal Mulai Pengisian
1. | 7 Juni 2020 20200607
18-12-2009 20091218
25/04/2010 20100425

XVIIIL. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Jangka Waktu - Jatuh
Tempo
1. Tanggal, bulan dan tahun berakhirnya perjanjian sebelum
direstrukturisasi.
2. Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format
yyyymmdd.
3. Contoh pengisian data mengacu pada pedoman pengisian

kolom “Jangka Waktu-Mulai”.

XIX. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Kualitas
1. Kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi.
2. Diisi karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai dengan sandi
kualitas Pembiayaan.

3. Referensi pengisian data:

No. Kualitas Sandi
1. Lancar 1
2, Dalam Perhatian Khusus 2
3. Tidak Lancar 3
4. Diragukan 4
5. Macet S

XX. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Agunan - Tanggal Penilaian
1. Tanggal, bulan, dan tahun penilaian agunan terakhir sebelum
direstrukturisasi.
2. Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format
yyyymmdd.
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Contoh pengisian data mengacu pada pedoman pengisian
kolom “Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Jangka Waktu

- Mulai”.

XXI. Sebelum Restrukturisasi Pembiayaan - Agunan - Nilai

Diisi dengan nilai taksiran yang dilakukan penilai independen atau

penilai intern Bank terhadap agunan sebelum direstrukturisasi

dalam jutaan rupiah.

XXII. Setelah Restrukturisasi Pembiayaan - Jenis Akad

1.
2.

Diisi jenis akad setelah direstrukturisasi.

Pedoman pengisian mengacu pada romawi [X.

XXIII. Setelah Restrukturisasi Pembiayaan - Plafon

1.

2.

Diisi dengan nominal plafon efektif dari fasilitas Pembiayaan
setelah direstrukturisasi. Nilai plafon setara dengan nilai
kontrak yaitu nilai/nominal transaksi yang tercantum dalam
kontrak antara bank dengan nasabah setelah
direstrukturisasi.

Pedoman pengisian mengacu pada romawi X.

XXIV. Setelah Restrukturisasi Pembiayaan - Nilai Tercatat

1.

2.

Diisi dengan jumlah nilai tercatat masing-masing rekening
pada posisi bulan laporan setelah direstrukturisasi.

Pedoman pengisian mengacu pada romawi XI.

XXV. Setelah Restrukturisasi Pembiayaan - Jenis Valuta

1.

2.

Diisi jenis valuta dari {fasilitas Pembiayaan setelah
direstrukturisasi.

Pedoman pengisian mengacu pada romawi XII.

XXVI. Setelah Restrukturisasi Pembiayaan - Nisbah (%)

1.

2.

Diisi dengan persentase keuntungan yang menjadi porsi Bank
sesuai dengan akad Pembiayaan setelah direstrukturisasi.

Pedoman pengisian mengacu pada romawi XIII.
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XXVIIL. Setelah Restrukturisasi Pembiayaan - Persentase Bagi Hasil/
Ujrah/Margin
1. Diisi dengan tingkat imbalan yang diperjanjikan atau indikasi
tingkat imbalan dalam bentuk bagi hasil/uwjrah/margin dari
suatu Pembiayaan setelah direstrukturisasi.

2. Pedoman pengisian mengacu pada romawi XIV.

XXVIIIL. Setelah Restrukturisasi Pembiayaan - Jangka Waktu - Mulai
1. Tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian sebagaimana
tercantum dalam akad perjanjian setelah direstrukturisasi.

2. Pedoman pengisian mengacu pada romawi XVII.

XXIX. Setelah Restrukturisasi Pembiayaan - Jangka Waktu - Jatuh Tempo
1. Tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian sectelah
direstrukturisasi.

2. Pedoman pengisian mengacu pada romawi XVIIL

XXX. Setelah Restrukturisasi Pembiayaan - Kualitas
1. Kualitas Pembiayaan setelah direstrukturisasi.

2. Pedoman pengisian mengacu pada romawi XIX.

XXXI. Setelah Restrukturisasi Pembiayaan - Agunan - Tanggal Penilaian
1. Tanggal, bulan, dan tahun agunan terakhir dinilai setelah
direstrukturisasi.

2. Pedoman pengisian mengacu pada romawi XX.

XXXII. Setelah Restrukturisasi Pembiayaan - Agunan - Nilai
Diisi dengan nilai taksiran yang dilakukan penilai independen atau
penilai intern Bank terhadap agunan setelah direstrukturisasi

dalam jutaan rupiah.

XXXIII. Setelah Restrukturisasi Pembiayaan - Kerugian Restrukturisasi
Diisi dengan nilai kerugian karena restrukturisasi Pembiayaan

dalam jutaan rupiah.

XXXIV. Total Nilai Tercatat yang Direstrukturisasi Bulan ini
Diisi dengan penjumlahan nilai tercatat seluruh Pembiayaan yvang

direstrukturisasi selama bulan laporan dalam jutaan rupiah.
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XXXV. Nilai Tercatat yang Direstrukturisasi Bulan Lalu
Diisi dengan nilai tercatat dari seluruh Pembiayaan yang

direstrukturisasi pada laporan bulan lalu dalam jutaan rupiah.

XXXVI. Nilai Tercatat Kumulatif Pembiayaan yang Direstrukturisasi
Diisi dengan total nilai tercatat Pembiayaan yang direstrukturisasi

dalam jutaan rupiah.
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